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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD IBNU TOHIR, NIM: 16011011, Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS 

Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan, Skripsi, Jakarta: Program 

Strata 1, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama 

Islam Darunnajah, Jakarta, 2023, xii + 77, dan 1 lampiran.  

 Pernikahan adalah sebuah ikatan atau kontrak yang sah antara dua 

individu yang saling mencintai dan ingin menjalin hubungan hidup 

bersama. Namun di balik itu masih ada terjadi pembatalan pernikahan, 

perceraian, KDRT, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan 

perkawinan, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah 

satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena 

ada paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan terdapat perkara pembatalan perkawinan, hal ini dapat diketahui 

dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 

100/Pdt.G/2023/PA.JS. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara studi 

dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. Sedangkan hasil 

dari penelitian ini adalah: 1) Alasan terjadinya pembatalan nikah dengan 

putusan nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. memang tidak adanya keinginan 

dari masing-masing pasangan, pernikahan terjadi karena paksaan dari orang 

tua. 2) Pertimbangan hakim adalah berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan 

perkara ini. Hakim membatalkan perkawinan yang telah terjadi dan 

menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Kata Kunci, Pembatalan Nikah, Pengadilan Agama, Analisis Putusan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Agama Islam menyerukan kepada para pemeluknya untuk melakukan 

pernikahan, akan tetapi tidak menentukan batas minimal ataupun batas 

maksimal usia seseorang dalam melakukan pernikahan. Agama Islam 

hanya menyampaikan bahwa apabila seseorang melakukan pernikahan, 

maka Allah SWT akan memberikannya kehidupan yang penuh dengan 

kebaikan, kasih sayang, dan rahmat, kemudian Allah SWT juga akan 

memberikannya rizki yang cukup untuk kehidupan rumah tangganya. 

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau kontrak yang sah antara dua 

individu yang saling mencintai dan ingin menjalin hubungan hidup 

bersama. Secara hukum, pernikahan adalah institusi yang diatur oleh aturan 

dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. 

Pernikahan melibatkan persetujuan dan kesepakatan antara pasangan 

yang akan menikah, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk upacara 

pernikahan atau ijab kabul. Ijab kabul adalah ungkapan kesediaan kedua 

belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 

anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan bathin 

disebabkan terpenuhi keperluan hidup lahir dan bathinnya sehingga 

timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.1 

 
1 Zakiah Daradjat, Ilmu Fikih (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 48. 
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Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata 

diantaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) 

kebebasan memilih, d) kemitraan suami-istri, e) untuk selama-lamanya, f) 

monogami terbuka (karena darurat).2 

Perjalanan kehidupan berumah tangga untuk menjalin hubungan 

perkawinan atau membangun rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah, 

karena dengan perkawinan telah mempertemukan dua kebiasaan, 

pemikiran, bahkan kebudayaan dan adat yang berbeda. Perkawinan 

bukanlah untuk mempertentangkan perbedaan itu atau menyatukan 

perbedaan itu, namun dalam perkawinan hendaknya menumbuhkan rasa 

toleransi dan saling pengertian atas perbedaan tersebut. Pada kenyataannya 

banyak dari perkawinan yang justru berakhir dengan perceraian karena 

ketidakmampuan untuk saling memahami dan toleransi terhadap 

perbedaan-perbedaan tersebut. Perceraian merupakan cara yang sah untuk 

memutus perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: 

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas 

keputusan Pengadilan.3 

Pembatalan perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang 

diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu 

memeriksanya secara menyeluruh objektif pada situasi aktual dan bukan 

apriori4, memang harus bisa dibuktikan bahwa perkawinan tersebut cacat 

hukum. Adapun bentuk putusan hakim berupa pernyataan tertulis dan 

 
2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 139. 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  
4 Ani Yunita, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan 

Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 64. 
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dinyatakan oleh hakim dalam sidang umum, sebagai produk pengadilan dan 

setelah mempertimbangkan kasus berdasarkan adanya 

perselisihan/sengketa. Dalam proses penyelesaian perkara hingga lahirnya 

putusan itu merupakan pekerjaan hakim. Keputusan hakim berarti 

keputusan akhir dari suatu pemeriksaan di pengadilan. Putusan akhir dalam 

suatu sengketa yang diputus oleh hakim yang memeriksanya persidangan 

seringkali memasukkan sanksi berupa hukuman terhadap para pihak kalah 

dalam sidang. Dalam hukum acara perdata, hukuman berupa prestasi 

dan/atau imbalan atas pihak yang dirugikan atau pihak yang menang. 

Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan 

konsekuensi bahwasanya, perkawinan yang semula terjadi akan dianggap 

tidak pernah ada. 

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang 

diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah 

dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya 

dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan 

dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.5  

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak 

mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. 

Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan 

dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka 

pernikahan tersebut harus dibatalkan.6 

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah 

tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan 

keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya 

 
5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 

187. 
6 Ibid., h. 188. 
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dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal 

mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan 

perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.7 

Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin tidak memberikan 

persetujuan yang sah untuk pernikahan karena tekanan, paksaan, penipuan, 

atau alasan lainnya. Jika persetujuan dalam pernikahan tersebut dianggap 

tidak sah, pembatalan nikah dapat diajukan. 

Adapun yang terjadi dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan dengan nomor putusan 100/Pdt.G/2023/PA.JS terbilang unik, 

karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi dari pihak mempelai 

tidak saling kenal dan adanya unsur paksaan dari orang tua masing-masing 

untuk menikahkan anaknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menarik 

untuk meneliti terkait analisis putusan tersebut dengan judul “Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 

100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan 

titik kajian, maka diperlukan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam pembahasan tidak melebar dari tujuan penelitian. 

Adapun subfokus penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Alasan terjadinya pembatalan nikah. 

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah. 

 

 
7 A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Jakarta: 

Pustaka Pelajar. 1996), h. 231. 



5 
 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, adapun rumusan 

masalah yang dapat diambil yaitu: 

1. Mengapa terjadi gugatan nomor putusan: 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang 

pembatalan nikah? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

dalam memutus perkara pembatalan nikah Nomor 

100/Pdt.G/2023/PA.JS? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai daripada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor apa yang terjadi pada gugatan pembatalan nikah di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 

2. Mengetahui pertimbangan hakim pada perkara pembatalan nikah di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diinginkan pada akhir penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi untuk ilmu hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan 

berkembang khususnya tentang Hukum Keluarga Islam. 

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini 

diperoleh dalam teori dan praktek. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

penulisan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal 

pokok yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pembahasan ini. 

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan gambaran secara 

keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORI, Bab ini berisi uraian tentang kajian teori 

secara umum yang membahas tiga materi pokok dan terdapat sub materi 

yang meliputi: Tinjauan Umum Tentang Pernikahan; Pengertian 

Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, 

Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan. Tinjauan Umum Tentang 

Perceraian; Perceraian Menurut Undang-Undang, Perceraian Menurut 

Hukum Islam. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan 

Pernikahan/Perkawinan; Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqh, 

Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang, Pembatalan 

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Pada bab ini 

menguraikan tentang metodologi penelitian, adapun bahasannya: Tempat 

dan Waktu Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber 

Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Validitas Data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan 

tentang hasil penelitian yang meliputi: Profil Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan, Alasan terjadinya gugatan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang 
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pembatalan nikah, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

dalam memutus perkara pembatalan nikah Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. 

BAB V PENUTUP, Pada bab pamungkas ini memberikan 

kesimpulan dan saran-saran sebagai bagian terakhir dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan: 

pertama menurut bahasa, kedua menurut syara’ (syariat), dan yang 

ketiga menurut pendapat ahli ushul fiqh. Asal kata nikah berasal dari 

bahasa arab yaitu:8 

وَنِكَاحًا  –نَكْحًا  –یَ نْكِحُ  –نَكَحَ    
Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau 

dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan.Al-Fara’ mengatakan 

“An- Nukh” merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan 

Al- Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata Bahasa Arab berarti 

hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat 

diartikan sebagai nikah.9 Fatchiah E. Kertamuda dalam bukunya 

“Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia” bahwa pernikahan 

merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan 

dapat stabil dan bertahan. Pernikahan memiliki beberapa bentuk tinjauan 

dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Hal ini dikarenakan 

setiap masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang 

berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat 

juga menyangkut pada hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat dan 

nilai-nilai dalam agama yang dianut. 

 
8 Muhammad Idris al-Marbawi, Kamus Idris Marbawi, (Maktabah Dar al-Fikr), h. 

344 
9 Syaikh Kami Muhammad’u Waidah, Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 375 
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Sedangkan nikah menurut Syara’ yaitu akad yang membolehkan 

seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan 

akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan 

tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat 

bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan 

menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, 

pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut 

disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.10 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. KHI Pasal 

2 sebagaimana di kutip dari buku yang berjudul “Studi Islam II” bahwa, 

pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal.11 

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli Ushul 

Fiqh berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz 

nikah. Pertama, dari para ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan 

nikah menurut arti sebenarnya berarti setubuh dan menurut arti 

majazinya(kiasan) berarti akad, yang dengan akad itu dapat 

mengahalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan.12 

Kedua, dari ahli Ushul Fiqh golongan Syafi’i berpendapat bahwa nikah 

menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan 

kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti majazinya 

berarti bersetubuh.13 

 
10 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 1996), h. 

309 
11 Didiek Ahmad Supardie dkk, Studi Islam II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 

243. 
12 Ibrahim Hosen, LML, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2003), h. 115 
13 Nasrul Umam Syafi’I & Ufi Ulfiah, Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama 

(Depok: QultumMedia, 2010), h. 24 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah 

suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat 

suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap 

merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan. Perlu suatu 

keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. 

Adapun ayat di dalam kitab suci Al-Qur’an mengenai anjuran 

untuk menikah. Salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk menikah 

seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu surat Az-Zariyat ayat 49 

sebagai berikut: 

ءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيِْْ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُوْنَ   وَمِنْ كُلِ شََْ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS: Az-Zariyat ayat 

49).14 

Maksud isi ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan 

seluruh makhluknya salah satunya manusia secara berpasang-pasangan 

agar saling melengkapi. Misal ada laki-laki dan perempuan, Allah 

menciptakan segalanya secara berpasangan agar manusia berfikir 

dengan akalnya mengenai kebesaran Allah. Hikmahnya Allah jadikan 

semuanya agar menjadi sebab berlangsungnya kehidupan.  

Pernikahan yang di landasi rasa saling cinta, kasih sayang, 

menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan 

didunia ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia memahami hal-

hal yang terkait dengan pernikahan.  

Keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang 

berat karena memerlukan persiapan di segala hal dan juga karena 

pernikahan merupakan kebutuhan manusia, baik secara psikologis 

 
14 Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, https://quran.kemenag.go.id. 
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maupun fisiologis. Secara psikologis, dalam pernikahan suami istri 

mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak bisa hanya diucapkan 

dengan kata-kata namun lebih dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya 

rasa aman dan rasa sukacita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan 

akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik. 

 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

1. Al-qur’an  

a)  Surat Ar-Rum 21  

ةً وَرَحَْ ةً ۚ   ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُُْ مَوَدَّ
ِ
وَمِنْ آ يََتِهِ آَنْ خَلقََ لكَُُْ مِنْ آنَفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا لِتسَْكُنوُا ا

لَِِ لَ يََتٍ لِقوَْم يتََفَكَّرُونَ  نَّ فِِ ذََٰ
ِ
  ا

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.  
b) Surat An-Nisa ayat 3 

لِسَاءِ مَثنََْ وَثلََُثَ وَرُبََعَ  نَ الن نْ خِفْتُُْ آَلََّّ تقُْسِطُوا فِِ الْيَتاَمَى فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُُ ملِ
ِ
 وَا

نْ خِفْتُُْ آَلََّّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً آَوْ مَا 
ِ
مَلكََتْ آيَمَْانكُُُْ ذَلَِِ آدَْنََ آَلََّّ تعَُولوُا  فاَ  

Artinya :Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya. 
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2. Al-Hadits 

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ   مَعْشَرَ الشَّ اِلله ص: يََ 
مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، فاَِنَّهُ اغََضُّ للِْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ للِْفَرجِْ. وَ مَنْ لََْ یَسْتَطِعْ  

وْمِ فاَِنَّهُ لهَُ وجَِاءٌ. الجماعة  فَ عَلَيْهِ بِِلصَّ
Artinya : Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW  bersabda, 

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu 

menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat 

menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan 

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena 

berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah] 

Hukum Nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang menyangkut 

penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban 

yang berhubungan dengan akibatperkawinan tersebut.  

Menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) dapat berubah 

menurut perubahan keadaan:  

a) Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu akan 

menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, 

yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan 

haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan 

nikah.  

b) Nikah haram. Nikah di haramkan bagi orang yang tau bahwa 

dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, 

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, 

tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.  

c) Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang – orang yang sudah 

mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari 

perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik 
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daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh 

Islam.  

d) Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan  untuk 

nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia 

belum wajib nikah dan tidak haram bila nikah.15 

 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Perbedaan antara rukun dan syarat perkawinan sebagian dari 

hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali akad nikah dan 

sebagainya. Semua itu adalah hakikat perkawinan dan tidak dapat terjadi 

jika tidak ada, misalnya laki-laki dan perempuan. Maka demikian itu 

dinamai rukun perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam bagian hakikat 

perkawinan, misalnya syarat wali itu lakilaki, baligh, beragama dan 

sebagainya”.16 

Adapun syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah, setiap 

rukun  perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus 

ada pada rukun tersebut. Misalnya salah satu rukun nikah adalah calon 

suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar 

perkawinannya manjadi sah, Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu 

rangkaian. Rukun perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab 

al-fiqhu ‘ala madzahib al-arba’ah ada 5 yaitu:   

1. Calon suami   

2. Calon isteri   

3. Wali   

 
15 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fikih, (jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 558. 
16 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 

2014), h. 15. 
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4. Dua orang saksi   

5. Sighat (Ijab dan Qabul).17 

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya rukun nikah terdapat 

pada pasal 15 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI. Kemudian dari 

kelima rukun nikah maka terdapat syarat-syarat yang menjadikan sahnya 

suatu perkawinan, yaitu:    

1. Mempelai laki-laki. 

Adapun syarat-syaratnya adalah:  

a. Beragama Islam  

b. Terang laki-lakinya (bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-

laki)  

c. Tidak ada paksa dan dengan kemampuannya sendiri 

d. Bukan mahramnya, baik nasab, radla’ atau musaharah 

e. Tidak sedang berihram haji atau umrah  

f. Tidak dalam beisteri 4 (empat)18 

2. Mempelai perempuan dan syarat-syarat 

a. Beragama Islam atau ahli kitab.  

b. Perempuan  

c. Jelas orangnya 

d. Dapat dimintai persetujuannya 

e.  Tidak terdapat halangan perkawinan 

3.  Wali nikah, syarat-syaratnya:  

a. Laki-laki 

b. Dewasa 

c. Mempunyai hak perwalian  

 
17Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 71 
18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia h. 71. 
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d. Tidak dapat halangan perwaliannya  

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:  

a. Minimal dua orang laki-laki  

b. Hadir dalam ijab qabul  

c. Dapat mengerti maksud akad  

d. Islam  

e. Dewasa  

5.  Ijab qabul dan syarat-syaratnya:  

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon  mempelai pria 

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah 

atau tazwij  

d. Antara ijab dan qabul bersambungan  

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram 

haji/ umrah  

g.  Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita 

atau wakilnya dan dua orang saksi.19 

 

4. Tujuan Pernikahan 

Undang-undang peirkawinan meinyatakan bahwa nikah adalah 

ikatan lahir batin antara seiorang  pria dan se iorang wanita seibagai suami 

istri deingan tujuan meimbeintuk ke iluarga (rumah tangga) yang keikal, 

be irdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa.20 Tujuan teirse ibut hanya dapat 

 
19 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 72. 
20 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2013), 

h. 86 
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dicapai apabila asas Undang-undang nikah  yang meinyatakan bahwa 

se iorang pria hanya meimpunyai seiorang istri dan seiorang wanita 

meimpunyai seiorang suami dipatuhi. Seilanjutnya juga dijeilaskan bahwa 

untuk itu suami istri peirlu saling meimbantu dan me ileingkapi agar masing 

masing dapat meingeimbangkan keipribadiannya meimbantu meincapai 

ke ise ijahteiraan spiritual dan mateiril.  

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Pe irkawinan Islam” 

meinyatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam adalah untuk meimeinuhi 

tuntutan naluri hidup manusia, beirhubungan de ingan antara laki-laki dan 

pe ireimpuan dalam rangka meiwujudkan ke ibahagiaan keiluarga seisuai 

ajaran Allah dan Rasul-Nya.21 

Tujuan peirkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu 

untuk meiwujudkan keihidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah.  

Me inurut Huzaeimah Tahido Yanggo tujuan peirnikahan dibagi 

ke idalam tiga aspeik yaitu 22 

1. Aspe ik Agama (ibadah) 

Pe irkawinan meirupakan peirtalian yang teiguh antara suami istri 

dan turunan, peirtalian yang eirat dalam hidup dan peirpaduan yang suci 

dan keibiasaan yang beirmutu tinggi dalam meipe irke imbangbiakan 

ke ihidupan meirupakan manusia seibagai karunia Tuhan. 

Pe irkawinan meirupakan salah satu sunnah Nabi, dan meire ika 

dijadikan tauladan dalam keihidupan.Pe irkawinan meindatangkan 

re izeiki dan meinghilangkan keisulitan-keisulitan.Istri meirupakan harta 

atau peirhiasan yang paling baik. 

 
21 Ibid.  
22 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: 

Angkasa, 2005), h. 43-46 
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2. Aspe ik sosial 

Me imbeirikan pe irlindungan keipada kaum wanita yang se icara 

fisik leimah. Kare ina seite ilah adanya pe irkawinan, ia meindapat 

pe irlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang. 

Me indatangkan sakinah (keite intraman batin), meinimbulkan 

mawaddah, dan mahabbah (cinta kasih) se irta rahmah (kasih sayang) 

antara suami istri, anak-anak dan se iluruh anggota 

ke iluarga.Meimeilihara keirukunan hidup rumah tangga dan keiturunan 

se ihingga teirciptanya stabilitas keiluarga dan masyarakat tolong 

meinolong meinyeile isaikan masalah, dan beirbagai rasa dalam hal 

se inang dan duka. 23 

 

3. Aspe ik hukum 

Pe irkawinan seibagai akad, yaitu peirikatan dan peirjanjian yang 

luhur antara suami istri untuk meimbina rumah tangga bahagia. 

Se ibagai ikatan dan peirjanjian, keidua beilah pihak teirikat deingan janji 

yang dibuatnya. Kareina itu, deingan akad nikah meinimbulkan hak dan 

ke iwajiban antara suami istri. Seibagai unit teirke icil dari masyarakat, 

juga akan meinimbulkan hak dan keiwajiban antara orang tua dan anak, 

dan anak deingan orang tuanya. 

 

5. Hikmah Pernikahan 

Islam sangat meingajurkan umatnya untuk meinikah kareina 

be ibeirapa seibab. Manfaat peirnikahan itu se indiri dapat dirasakan oleih 

 
23  Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer 
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individu yang beirsangkutan seicara pribadi, masyarakat seicara umum, 

se irta komunitas manusai seicara keise iluruhan.24 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 3: 

لسَِاءِ مَثنََْ   نَ الن نْ خِفْتُُْ آلَََّّ تقُْسِطُوا فِِ اليَْتَامَى فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُُ ملِ
ِ
وَا

نْ خِفْتُُْ آلَََّّ 
ِ
وْ مَا مَلكََتْ آَيمَْانكُُُْ ذَلَِِ آَدْنََ آلَََّّ  تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً آَ وَثلََُثَ وَرُبََعَ فاَ

 تعَُولوُا 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda ke ikuasaan-Nya ialah Dia 

meinciptakan untukmu istri-istri dari jeinismu se indiri, supaya kamu 

ceinde irung dan meirasa teinte iram keipadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Se isungguhnya pada yang 

de imikian itu beinar-beinar teirdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

be irfikir” (QS. An-Nisa’: 3) 

Pe irnikahan meinjadikan proseis ke ibe irlangsungan hidup manusia 

didunia ini beirlanjut, dari geineirasi ke i geine irasi. Seilain juga beirfungsi 

se ibagai peinyalur nafsu birahi, meilalui hubungan suami istri juga seirta 

meinghindari godaan syaitan yang meinje irumuskan. Pe irnikahan juga 

be irfungsi meingatur hubungan laki-laki dan peire impuan beirdasarkan 

pada asas saling meinolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta seirta 

pe inghormatan. Wanita muslimah beirke iwajiban untuk meinge irjakan 

tugas di dalam rumah tangganya seipeirti meingatur rumah, meindidik 

anak, dan meinciptakan suasana yang meinye inangkan, supaya suaminya 

dapat meinge irjakan keiwajibannya deingan baik untuk keipe intingan dunia 

maupun ukhrawi.25 

 

 
24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Terjemahan Abu Syauqina Lc dan Abu Aulia 

Rahma Lc, Cetakan 2 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 202. 
25Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Hikmah Perkawinan, h. 378-379. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Perceraian Menurut Undang-Undang 

a. Pengertian Perceraian  

Kata “ceirai” itu adalah kata keirja, yang artinya: 1. Pisah; 2. 

Putus hubungan seibagai suami istri; talak. Keimudian kata 

“peirce iraian” meingandung arti: n (kata be inda), 1. Peirpisahan; 2. 

Pe irihal beirce irai (antara suami istri); pe irpeicahan. Adapun kata 

‘be irceirai” beirarti; v (kata keirja), 1. Tidak be ircampur (beirhubungan, 

be irsatu, dan seibagainya) lagi’ 2. Beirhe inti be irlaki-bini (suami istri).26 

Pe irceiraian adalah peinghapusan peirkawinan deingan putusan 

hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam suatu peirkawinan itu.27 

Undang-undang tidak meimpeirbole ihkan peirceiraian deingan 

pe irmufakatan saja antara suami dan istri. 

Pe irceiraian meinurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

adalah “Putusnya peirkawinan”. Maksudnya, pe irkawinan adalah 

meinurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan 

lahir batin antara seiorang laki-laki deingan seiorang peire impuan 

se ibagai suami istri deingan tujuan meimbeintuk keiluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan keikal beirdasarkan keituhanan Yang Maha 

E isa”. Jadi, peirceiraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami 

dan istri yang meingakibatkan beirakhirnya hubungan ke iluarga antara 

suami dan istri teirse ibuit.28 

Pe irceiraian itui ada duia macam, ialah ceirai talak dan ceirai guigat. 

Ce irai talak adalah ceirai yang dilakuikan ole ih laki-laki keipada istrinya 

uintuik meinjatuihkan dan meileipaskan ikatan peirkawinan dan 

 
26Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Op.cit., h. 15. 
27Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Universitas Indonesia Pree, 

1996), h. 42. 
28Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Op.cit., h. 19. 
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meingakhiri huibuingan seibagai suiami istri. Suiami yang meinceiraikan 

istrinya teirle ibih dahuilui meingajuikan pe irmohonan keipada Pe ingadilan 

Agama, se idangkan ceirai guigat adalah ceirai yang dilakuikan oleih istri 

yang beirdasarkan atas adanya guigatan, agar peirkawinan deingan 

suiaminya meinjadi puituis. Se iorang istri yang be irceirai dari suiaminya 

haruis leibih dahuilui me ingajuikan guigatan ke ipada Peingadilan Agama. 

Apabila peirgauilan keiduia pihak adalah suiami dan istri tidak 

dapat meincapai tuijuian peirkawinan, maka akan meingakibatkan 

pe irpisahan, kareina tidak adanya kata keise ipakatan antara suiami-istri, 

maka deingan Allah SWT meimpuinyai sifat maha adil, maka dibuika 

suiatui jalan keiluiar dari seigala keisuikaran itui, yaitui pintui pe irceiraian. 

De ingan dibuikanya jalan peirceirian itui teirjadilah keite irtiban dan 

ke iteintraman antara keiduia beilah pihak.  

Adapuin tuijuian pe irceiraian adalah seibagai obat dan jalan keiluiar 

bagi suiatui ke isuilitan yang tidak dapat diatasi lagi seilain deingan 

pe irceiraian. Meiskipin deimikian talak masih teitap di beinci oleih Allah. 

 
 

b. Tata Cara Perceraian 

Tata cara peirceiraian dapat dilihat pada pasal 129 sampai deingan 

148 Kompilasi Huikuim Islam. 

1. Ce irai Talak 

a) Se iorang suiami yang akan meingajuikan pe irmohonan, baik lisan, 

mauipuin tuilisan, keipada Peingadilan Agama yang meiwilayahi 

teimpat tinggal istri dan deingan alasannya, se irta meiminta 

se iorang suiami yang akan meigajuikan talak ke ipada istrinya haruis 

minta agar  diadakan sidang uintuik keipe irluian itui (pasal 129). 
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b) Pe ingadilan Agama dapat meingabuilkan ataui meinolak 

pe irmohonan teirse ibuit dan teirdapat keipuituisan teirse ibuit dapat 

meiminta uipaya banding ataui kasasi (pasal 130). 

c) Pe ingadilan Agama yang beirsangkuitan meimpe ilajari 

pe irmohonan teirse ibuit, ke imuidian dalam waktui yang se ilambat-

lambatnya tiga puiluih hari meimanggil pe imohon dan istrinya 

uintu ik meiminta peinje ilasan teintang seigala seisuiatui yang 

be irhuibuingan deingan maksuid meinjatuihkan talak (pasal 131). 

d) Se iteilah Peingadilan Agama tidak beirhasil meinase ihati keiduia 

pihak dan teirnyata cuikuip alasan uintuik meinjatuihkan talak, seirta 

yang be irsangkuitan tidak muingkin akan hiduip ruikuin lagi dalam 

ruimah tangganya, Peingadilan Agama dapat meinjatuihkan 

puitu isan teintang izin bagi suiami uintuik meingikrarkan talak 

(pasal 131). 

e) Se iteilah puituisan meimpuinyai keikuiatan huiku im teitap, suiami 

meingikrarkan talaknya di deipan sidang Pe ingadilan Agama 

yang dihadiri oleih istri ataui kuiasanya (pasal 131). 

f) Bila suiami tidak meinguicapkan ikrar talak dalam teimpo 6 

(e inam) builan, teirhituing se ijak puituisan Pe ingadilan Agama, 

teintang izib ikrar talak baginya yang meimpuinyai keikuiatan 

huikuim yang teitap, maka hak suiami uintuik meingikrarkan talak 

guiguir, dan ikatan peirkawinan teitap uituih (pasal 131). 

g) Se iteilah sidang meinyaksikan ikrar talak, Pe ingadilan Agama 

meimbuiat peineitapan teintang teirjadinya Talak rangkap 4 (eimpat) 

yang meiruipakan buikti peirce iraian bagi be ikas suiami dan istri. 

He ilai peirtama beise irta suirat ikrar talak dikirimkan keipada 

pe igawai peincatat nikah yang meiwilayahi teimpat tinggal suiami 

uintu ik diadakan peincatatan, Heilai keiduia dan keitiga masing-
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masing dibeirikan keipada suiami, istri dan Heilai keie impat 

disimpan oleih Pe ingadilan Agama (pasal 131).29 

h) Guigatan ceirai talak ini dapat di kabuilkan ataui ditolak oleih 

Pe ingadilan Agama. 

2. Ce irai Guigat 

a) Guigatan diajuikan oleih istri ataui kuiasanya ke ipada Peingaadilan 

Agama, yang daeirah huikuimnya meiwilayah teimpat tinggal 

pe ingguigat keicuiali istri meininggalkan teimpat keidiaman 

be irsama tanpa izin suiami.30 Dalam hal te irguigat beirte impat 

ke idiaman di luiar ne igri, Ke ituia Pe ingadilan Agama 

meimbe iritahuikan guigatan teirse ibu it meilaluii pe irwakilan Reipuiblik 

Indone isia seite impat. 

b) Guigatan peirceiraian kareina alasan: 

1) Salah satui pihak me ininggalkan pihak lain se ilama 2 (duia) 

tahuin be irtuiru it-tuiruit, tanpa izin pihak lain dan tanpa 

alasannya yang sah ataui kareina hal lain di luiar 

ke imampuiannya (pasal 116). Dapat diajuikan se iteilah 2 (duia) 

tahuin te irhituing se ijak teirguigat meininggalkan ruimah, 

guiguitan dapat diteirima apabila teirguigat meingatakan ataui 

meinuinjuikkan sikap tidak maui lagi keimbali keiruimah 

ke idiaman beirsama. 

2) Antara suiami-istri teiruis me ine iruis teirjadi pe irse ilisihan dan 

pe irteingkaran seirta tidak ada harapan akan hiduip ruikuin lagi 

dalam ruimah tangga. Guiguitan barui dapat diteirima apabila 

teilah cuikuip je ilas bagi Peingadilan Agama meinge inai seibab-

se ibab peirse ilisihan dan peirteingkaran itui, seirta teilah 

 
29Kompilasi Hukum Islam. Op.cit. h. 49-50. 
30Kompilasi Hukum Islam, h. 50. 
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meinde ingar pihak keiluiarga juiga teirhadap orang-orang yang 

de ikat deingan suiami-istri teirse ibuit. 

3) Suiami meindapat huikuiman peinjara 5 (lima ) tahuin, ataui 

huikuiman yang beirat seiteilah peirkawinan be irlansuing, maka 

uintuik meindapatkan puituisan se ibagai buikti peingguigat, 

cuikuip meinyampaikan salinan puituisan Pe ingadilan yang 

meimuituiskan pe irkara, diseirtai keiteirangan yang meinyatakan 

bahwa puituisan itui teilah meimpuinyai ke ikuiatan huikuim 

teitap.31 

4) Se ilama beirlangsuingnya guiguitan pe irceiraian, atas 

pe irmohonan peingguigat ataui teirguigat beirdasarkan 

pe irtimbangan bahaya yang muingkin di timbuilkannya, 

Pe ingadilan Agama dapat meingizinkan su iami istri teirse ibuit 

uintuik tidak tinggal dalam satui ruimah. 

c) Se ilama beirlangsuingnya guiga itan peirceiraian, atas peirmohonan 

teirgu igat ataui peingguigat, Peingadilan Agama dapat: 

1) Me ine intuikan nafkah yang haruis di tangguing oleih suiami. 

2) Me ine intuikan hal-hal yang peirlui uintuik meinjamin 

teirpe iliharanya barang-barang yang meinjadi hak beirsama 

suiami-istri ataui barang-barang yang meinjadi hak suiami, 

ataui barang-barang yang meinjadi hak istri. 

d) Guigatan peirceiraian guiguir apabila suiami, ataui istri meininggal 

se ibe iluim adanya puituisan Pe ingadilan Agama meingeinai guigatan 

pe irceiraian teirse ibu it. 

 

 
 

 
31Kompilasi Hukum Islam, h. 45. 
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c. Alasan Perceraian 

Dalam pasal 19 PP No. 9 tahuin 1975, alasan teirjadinya 

pe irceiraian adalah: 

1) Salah satui pihak meindapat cacat badan ataui peinyakit deingan 

akibat tidak dapat meinjalankan keiwajibannya se ibagai suiami/istri. 

2) Antara suiami dan istri teiruis me ineiruis te irjadi peirse ilisihan ataui 

pe irteingkaran seihingga tidak ada harapan akan hiduip ruikuin lagi di 

dalam meinjalankan ruimah tangga. 

3) Salah satui pihak beirbuiat zina ataui me injadi peimabuik, pe imadat, 

pe injuidi dan se ibagainya yang suikar diseimbuihkan. 

4) Salah satui pihak meininggalkan pihak lain se ilama 2 tahuin beirtuiruit-

tuiruit tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataui kareina 

hal lain di luiar keimampuiannya. 

5) Salah satui pihak meindapat huikuiman 5 tahuin, huikuiman yang leibih 

be irat seiteilah peirkawinan beirlansuing. 

6) Salah satui pihak meilakuikan keike ijaman ataui pe inganiayaan beirat 

yang meimbahayakan pihak lain.32 

 

Me inuiruit Kompilasi Huikuim Islam pasal 116 pe irceiraian dapat 

teirjadi kareina alasan-alasan seibagai beirikuit: 

1) Salah satui pihak beirbuiat zina ataui me injadi peimabuik, pe imadat, 

pe injuidi dan se ibagainya yang suikar diseimbuihkan. 

2) Salah satui pihak meininggalkan pihak lain se ilama 2 tahuin beirtuiruit-

tuiruit tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataui kareina 

hal lain di luiar keimampuiannya. 

 
32Saifuddin Arief, Notariat Syariah Dalam Praktek Jilid I Hukum Keluarga Islam. 

Cetakan Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Agama, 2012), h.173. 
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3) Salah satui pihak meindapat huikuiman 5 tahuin, huikuiman yang leibih 

be irat seiteilah peirkawinan beirlansuing. 

4) Salah satui pihak meilakuikan keike ijaman ataui pe inganiayaan beirat 

yang meimbahayakan pihak lain. 

5) Salah satui pihak meindapat cacat badan ataui peinyakit deingan 

akibat tidak dapat meinjalankan keiwajibannya se ibagai suiami/istri. 

6) Antara suiami dan istri teiruis me ineiruis te irjadi peirse ilisihan ataui 

pe irteingkaran seihingga tidak ada harapan akan hiduip ruikuin lagi di 

dalam meinjalankan ruimah tangga. 

7) Suiami meilanggar taklik talak 

8) Pe iralihan agama ataui muirtad yang me inyeibabkan teirjadinya 

ke itidakruikuinan dalam ruimah tangga.33 

 

Dalam Pasal 133 Kompilasi Huikuim Islam meinye ibuitkan: 

1) Guigatan peirce iraian kareina alasan teirse ibuit dalam pasal 116 huiruif 

b, dapat diajuikan se ite ilah lampaui 2 (duia) tahuin teirhituing se ijak 

teirguigat meininggalkan ruimah. 

2) Guigatan dapat diteirima apabila teirguigat meinyatakan ataui 

meinuinjuikkan tidak maui lagi keimbali keidiaman beirsama. 

 

Pasal 32 Uindang-u indang No. 1 Tahuin 1974 yaitui: 

1) Suiami istri haruis me impuinyai teimpat keidiaman yang teitap. 

2) Ruimah teimpat keidiaman yang dimaksuid de ingan ayat (1) pasal ini 

diteintuikan oleih suiami istri beirsama. 

 

 

 

 
33Simanjuntak. Op.cit., h. 96-97. 
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d. Akibat Perceraian 

Me inuiruit Pasal 41 UiUiP, akibat puituisnya peirkawinan kareina 

prceiraian antara lain: 

1) Baik ibui ataui bapak teitap beirkeiwajiban me imeilihara dan meindidik 

anak-anaknya, seimata-mata beirdasarkan ke ipe intingan anak; 

bilamana ada peirse ilisihan meinge inai pe inguiasaan anak-anak, 

pe ingadilan meimbeiri keipuituisannya. 

2) Bapak yang beirtangguing jawab atas seimuia biaya peimeiliharaan 

dan peindidikan yang dipeirluikan anak itui; bilamana bapak dalam 

ke inyataan tidak dapat meimeinuihi keiwajiban teirse ibuit, peingadilan 

dapat meine intuikan bahwa ibui ikuit meimikuil biaya teirse ibuit. 

3) Pe ingadilan dapat meiwajibkan keipada be ikas suiami uintuik 

meimbe irikan biaya peinghiduipan ataui meine intuikan suiatui keiwajiban 

bagi beikas istri.34 

 

 

2. Perceraian Menurut Hukum Islam 

Dari se imuia agama yang teirdapat di Indone isia, hanya agama Islam 

yang banyak meingatuir soal peirce iraian, se ibaliknya huikuim Islam seidikit 

se ikali meingatuir soal keilahiran anak di luiar pe irkawinan ataui anak tidak 

sah. Lain halnya deingan KUiHPe irdata dan huikuim Adat walauipuin 

sifatnya teirse imbuinyi. Meinuiruit Huikuim Islam istilah peirceiraian diseibuit 

dalam bahas Arab yaitui “Talak” yang artinya meileipas ikatan.35 

Me inuiruit huikuim Islam peirkawinan itui puituis kare ina keimatian dan 

kareina peirce iraian (Talak, Khuiluik, Fasakh, Akibat Syiqaq dan 

pe ilanggaran taklik  talak). Talak yang dapat dijatuihkan oleih suiami 

 
34 Simanjuntak. Op.cit., h. 66. 
35 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. Cetakan Ketiga (Bandung: 

CV. Mandar Maju, 2007), h. 152. 
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adalah Talak Satui, talak duia dan talak tiga. Cara meinjatuihkan talak 

adalah talak deingan lisan, deingan isyarat bagi yang bisui ataui de ingan 

tuilisan.36 

a. Bentuk Perceraian dalam Islam 

Be intuik-be intuik peirceiraian dalam Islam adalah seibagai beirikuit: 

1) Talak  

Talak beirasal dari kata اطْلََق, artinya اِرْسَل (meile ipaskan) dan 

الَََّْسَِ   اطََقْتُ  .(meininggalkan) ترََك  artinya akui meimbuika ikatan 

tawanan dan meile ipaskannya. Talak meinuiruit teirminologi syariat 

adalah meileipaskan ikatan peirnikahan dan meingakhiri huibuingan 

suiami-istri. Seidangkan dalam Kompilasi Huikuim Islam pasal 117 

“Talak adalah ikrar suiami di hadapan sidang Pe ingadilan Agama 

yang meinjadi salah satui se ibab puituisnya suiatui pe irkawinan”.37 

Para uilama fikih be irbeida pe indapat teintang huikuim talak. 

Pe indapat yang paling kuiat adalah talak dilarang, keicuiali jika ada 

ke ipeirlu ian. Pe indapat ini dikeimuikakan oleih fuiqaha’ Hanafiyah dan 

Hanabilah. Alasan meire ika adalah karna talak meingingkari nikmat 

Allah, meingingat peirnikahan adalah satui dari se ikian nikmat yang 

Allah beirikan, seidangkan meingingkari nikmat huikuimnya haram.38 

De ingan deimikian, talak tidak diboleihkan, keicuiali jika sangat 

dipeirluikan. 

Yang boleih me injatuihkan talak dan sah talaknya adalah 

suiami yang beirakal, balig dan tidak dalam keiadaan dipaksa. 

Adapuin orang gila, masih keicil, ataui dipaksa maka talaknya tidak 

 
36 Hilman Hadikusuma, h. 152. 
37 Kompilasi Hukum Islam. Op.cit., h. 46. 
38 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta Timur : 

Ummul Qura, 2013), h. 540. 
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sah. Orang yang meinjatuihkan talak adalah haruis meimiliki 

ke ilayakan yang seimpuirna agar seigala peirbuiatannya dinilai sah. 

 
 

2) Khuluk    

Kata khulu’ berasal dari bahasa arab  yang (kha-la-‘a)   خَلَعَ 

secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.39 

Allah beirfirman dalam suirat Al-Baqarah ayat 187: 

َّۗ علََِِ   َّهُنَّ َّكُُۡ وَآنَتُُۡ لِبَاسٞ ل ۚ هُنَّ لِبَاسٞ ل لََٰ نسَِا ئكُُِۡ
ِ
فثَُ ا لرَّ

 
يَامِ آ ِ لصل

 
آُحِلَّ لكَُُۡ ليَۡلَََ آ

ُ آَنَّكُُۡ كُنتُُۡ   للََّّ
 
بتَۡغُواْ  آ

 
وهُنَّ وَآ شُِِ لۡـَٰنَ بَ َٰ

 
ۖۡ فٱَ تَانوُنَ آنَفُسَكُُۡ فتََابَ علَيَۡكُُۡ وَعَفَا عَنكُُۡ تََۡ

لۡخَيۡطِ  
 
لَۡبيَۡضُ مِنَ آ

 
آ لۡخَيۡطُ 

 
َ لكَُُُ آ ٰ يتََبيََّْ بوُاْ حَتََّّ شَۡۡ

 
ۚ وَكُُُواْ وَآ ُ لكَُُۡ للََّّ

 
مَا كتََبَ آ

لۡفَجۡرِۖۡ ثَُُّ آَتِمُّو 
 
لَۡسۡوَدِ مِنَ آ

 
كِفُونَ فِِ  آ َـٰ وهُنَّ وَآنَتُُۡ عَ َّيۡلِۚ وَلََّ تبَُ َٰشُِِ ل

 
لََ آ

ِ
يَامَ ا ِ لصل

 
اْ آ

تِهِۦ لِلنَّاسِ لعََلَّهُمۡ   ُ ءَايَ َٰ للََّّ
 
ُ آ لَِِ يبُيَْلِ ِ فلَََ تقَۡرَبوُهَاَّۗ كَذََٰ للََّّ

 
جِدَِّۗ تلَِۡۡ حُدُودُ آ َـٰ لۡمَسَ

 
آ

 ( ١٨٧يتََّقُونَ )البَْقَرَةِ : 

 "Dihalalkan bagi kamui pada malam hari builan pu iasa 

be ircampuir deingan isteiri-iste iri kamui; me ire ika adalah pakaian 

bagimui, dan kamuipuin adalah pakaian bagi me ire ika. Allah 

me inge itahuii bahwasanya kamui tidak dapat meinahan nafsuimui, 

kare ina itui Allah meingampuini kamui dan meimbe iri maaf 

keipadamui. Maka se ikarang campu irilah me ire ika dan ikuitilah apa 

yang teilah diteitapkan Allah uintuikmui, dan makan minuimlah 

hingga teirang bagimui be inang puitih dari be inang hitam, yaitui 
fajar. Ke imuidian se impuirnakanlah puiasa itui sampai (datang) 

malam, (teitapi) janganlah kamui campuiri meire ika itui, seidang 

kamui be iri´tikaf dalam me isjid. Ituilah larangan Allah, maka 

janganlah kamui me indeikatinya. Deimikianlah Allah meine irangkan 

ayat-ayat-Nya keipada manuisia, suipaya me ire ika beirtakwa  (Al-

Baqarah: 187). 

Ayat di atas yang menjadi landasan hukum dalam persoalan 

khulu‘, begitu pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah 

 
39 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 234. 
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Saw. Adapun dalam hadis sebagian yang menjadi dasar hukum 

khulu‘ ialah: Hadis tentang khulu‘ bahwa istri Tsabit bin Qais bin 

Syams datang menghadap Rasulullah Saw., yang mengadukan 

persoalan dirinya dengan suaminya sebagai berikut: 

ُ عَنُْْمَا اَلنَّبَِِّ صلى  ) آَنَّ اِمْرَآةََ ثََبِتِ بْنِ قيَْسٍ آَتتَْ  عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اَللََّّ

ِ ! ثََبِتُ بنُْ قيَْسٍ مَا آعَِيبُ علَيَْهِ فِِ  الله عليه وسلِ فقَاَلتَْ : يََ رَسُولَ اَللََّّ

ِ صلى الله   سْلََمِ , قاَلَ رَسُولُ اَللََّّ
ِ
خُلقٍُ وَلََّ دِينٍ , وَلكَِنّلِ آَكْرَهُ اَلكُْفْرَ فِِ اَلَّْ

ينَ علَيَْهِ حَدِيقَتَ   عليه وسلِ ِ صلى الله    هُ ? , قاَلتَْ : نعََمْ آَترَُدلِ قاَلَ رَسُولُ اَللََّّ

لِقْهَا تطَْلِيقَةً (  عليه وسلِ رَوَاهُ اَلبُْخَارِيُّ وَفِِ رِوَايةٍَ لََُ :   اِقْبلَِ اَلحَْدِيقَةَ , وَطَل

 ) وَآَمَرَهُ بِطَلََقِهَا ( 

“Dari Ibnui Abbas Radliyallaahui 'anhui bahwa istri Tsabit 

Ibnui Qais me inghadap Nabi Shallallaahui 'alaihi wa Sallam 

dan beirkata: Wahai Rasuiluillah, akui tidak me inceila Tsabit 

Ibnui Qais, namuin akui tidak suika duirhaka (keipada suiami) 

se iteilah masuik Islam. Lalui Rasuilu illah Shallallaahui 'alaihi 

wa Sallam beirsabda: "Apakah e ingkaui mau i 

me inge imbalikan keibuin ke ipadanya?". Ia me injawab: Ya. 

Maka Rasuiluillah Shallallaahui 'alaihi wa Sallam beirsabda 

(keipada Tsabit Ibnui Qais): "Te irimalah ke ibuin itui dan 

ceiraikanlah ia seikali talak." Riwayat Buikhari. Dalam 

riwayatnya yang lain: Beiliaui me inyuiruih uintuik 

me inceiraikannya” 

 

3) Fasakh  

Pengertian secara bahasa, kata “fasakh” adalah kata yang 

berasal dari bahasa arab فسخ -یفسخ-فسخا  yang berarti batal atau 

rusak. Jadi makna fasakh berarti putus, rusak atau batal.40 
 

 
40 Ahmad Warsono Munawir, Kamus Indonesia–Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 

1996), cet Ke-1.h. 92 
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Pe ilaksanaan Fasakh deingan cara: Istri yang meine imuikan 

cacat prinsipil ataui meirasa teirtipui dalam peirnikahan teirse ibuit, 

meingajuikan peirmohonan puituisnya huibuingan peirnikahan keipada 

hakim agama deingan alasan-alasan yang cuikuip dan buikti-bu ikti 

yang leingkap, misalnya keite irangan duia orang saksi ataui 

ke iteirangan teirtuilis dari duia orang dokteir yang meimeiriksa ke iadaan 

pe inyakit si suiami. 

Adapuin cacat ataui hal-hal yang beiluim dikeitahuii se ibeiluim 

be irlangsuingnya peirnikahan yang dapat meinjadi alasan uintuik 

meingajuikan peirmohonan fasakh, adalah kareina suiami: 

a) Sakit kusta, sakit sopak. 

b) Me ingidap peinyakit yang tidak meimuingkinkan meilakuikan 

huibuingan se iksuial. 

c) Miskin, tidak sangguip meimbe irikan keipeirluian hiduip. 

d) Me inghilang dalam jangka waktui te irteintui, tanpa dikeitahuii apa 

masih hiduip ataui suidah meininggal. 

 

Se iorang suiami juiga dapat meingajuikan pe irmohonan keipada 

hakim agama uintuik difasakh dari istrinya deingan alasan yang 

sama. Syarat uintuik dapat se iorang istri meimpeirole ih fasakh, ialah: 

istri tidak boleih nuisyuiz de ingan adanya syarat teirse ibuit, leimbaga 

fasakh masih dianggap kuirang meimbeirikan keise impatan keipada 

istri seihingga dikeimbangkanlah suiatui leimbaga lain yang teirke inal 

de ingan taklik talak. 
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4) Syiqaq  

Syiqaq secara bahasa merupakan bentuk mashdar dar kata 

kerja   َّشَق yang berarti perselisihan.41 Sedangkan secara 

terminologis menurut Dr. Wahbah az-Zuhaily: 

دِیْدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِ الْكَرَامَة 42 قَاقُ هُوَ النِِّزاَعُ الشَّ  الشُّ
“syiqaq adalah perselisihan yang tajam dengan sebab 

mencemarkan kehormatan” 

Ke itika syiqaq teirjadi antara suiami istri dalam suiatui ruimah 

tangga dan peirmuisuihan di antara keiduianya seimakin kuiat dan 

dikhawatirkan teirjadi firqah dan ruimah tangga meireika nampak 

akan ruintuih maka hakim meinguituis duia orang hakam uintuik 

meimbe iri pandangan teirhadap probleim yang dihadapi keiduianya, 

dan meincari maslahat bagi meire ika, baik te itap ataui be irakhirnya 

ruimah tangga. Allah SWT beirfirman: 

نۡ  
ِ
يُريِدَا  وَا ن 

ِ
ا آهَۡلِهَا   نۡ  ملِ ۦ وَحَكََٗا  آهَۡلِِِ نۡ  ملِ حَكََٗا  بعَۡثوُاْ 

 
فٱَ مَا  بيَۡنِِْ شِقَاقَ  خِفۡتُُۡ 

لسَِاءِ :  َ كََنَ علَِيماً خَبِيٗرا )الن للََّّ
 
نَّ آ

ِ
ُ بيَۡنَُْمَا َّۗ ا للََّّ

 
قِ آ حٗا يوَُفلِ َـٰ صۡلَ

ِ
 (٣٥ا

 “Dan jika kamui khawatirkan ada pe irse ingkeitaan antara 

keiduianya, maka kirimlah seiorang hakam dari keiluiarga laki-laki 

dan se iorang hakam dari ke iluiarga pe ire impuian. Jika keiduia orang 

hakam itui be irmaksu id me ingadakan pe irbaikan, niscaya Allah 

me imbe iri tauifik keipada suiami-iste iri itui. Se isuingguihnya Allah Maha 

Me ingeitahuii lagi Maha Meingeinal” (An-Nisa: 35). 
  

 Jika meimang yang le ibih maslahah adalah talak maka 

dipuituiskanlah peirkaranya oleih hakim seibagai talak ba’in, kareina 

tidak ada cara lain uintuik meinghilangkan keimadhorotan keicuiali 

 
41 Ahmad Warsono Munawir, Kamus Indonesia–Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 

1996), cet Ke-1. h. 785. 
42 Wahbah az-Zuhaily, Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu, Juz IX, h. 7060. 
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de ingan jalan teirse ibuit. Kareina apabila dipuituiskan deigan talak raj’i 

yang meimuingkinkan uintuik ruijuik dalam masa iddah dan itui be irarti 

akan keimbali keipada madhorot yang teilah dialami. 

 
 

5) Ta’lik  Talak 

Kalimat ta’lik talak secara etimologi terdiri dari dua suku 

kata, yakni ta’lik dan talak. Secara etimologis, taklik berasal dari 

Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata: علق, yang artinya 

menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya 

tergantung dengan sesuatu. Dalam kamus Al-Munjid43, taklik 

diartikan dengan:  

ربََطَ حُصُل مَضْمُوْن جُُْلَةً بُِِصُوْلِ مَضْمُوْن جُُْلَةً أُخْرَى وَتَكُوْنُ الجمُْلَة الُاولى  
رط   جُُْلَةً الجزََاء وَالثَّانيَِة جُلة الشَّ

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang disebut jaza’ 

(akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang disebut syarat”.  

Sedangkan kata talak juga berasal dari Bahasa Arab, yakni 

dari  ,yang berarti meninggalkan, memisahkan ,  طلَْقًا-یطُلَِِّقُ -طلََّقَ 

melepaskan ikatan. semisalnya” 

Bila dihuibuingkan deingan talak meinjadi ta’lik talak, akan 

meimpu inyai arti suiatui talak yang digantuingkan dan dijatuihkan 

pada saat teirjadinya suiatui hal yang meimang muingkin teirjadi, yang 

teilah diseibuitkan teirleibih dahuilui dalam suiatui pe irjanjian ataui te ilah 

dipeirjanjikan teirleibih dahuilui. Ta’lik talak ialah hal-hal ataui syarat-

syarat yang dipeirjanjikan, bila teirlanggar oleih si suiami, maka 

teirbuikalah keise impatan meingambil inisiatif uintuik talak oleih pihak 

istri bila ia meinghe indaki deimikian. 

 
43 Ma’luf Louis, Al- Munjid, (Beirut: Darul Masyriq, tt), 625 
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Bila suiami meilakuikan peilanggaran ta’lik talak, seidangkan 

istri tidak reila dan meingaduikan hal teirse ibuit ke ipada Peingadilan 

agama yang meimbeinarkan peingaduiannya dan meimbayar uiang 

Iwadl, maka jatuihlah talak Khuil’i pada istrinya. Talak ini muilai 

be irlakui pada saat Peingadilan Agama meinjatuihkan talak kareina 

suiami meilanggar ta’lik talak. 

Sighot Ta’lik Talak yang diuicapkan ole ih suiami keipada 

istrinya seisuidah akad nikah adalah seibagai beirikuit: 

Se iwaktui waktui saya: 

a) Me ininggalkan istri saya teirse ibuit 6 (einam) builan beirtuiruit-tuiruit, 

b) Atau i saya tidak meimbeiri nafkah wajib keipadanya 3 (tiga) builan 

lamanya, 

c) Atau i saya meinyakiti badan/jasmani istri saya itui, 

d) Atau i saya meimbiarkan (tidak meimpe irduilikan) istri saya itui 6 

(e inam) builan lamanya,  

Ke imuidian si istri tidak peirnah ridha dan meingaduikan 

ke ipada Peingadilan Agama ataui peituigas yang dibeiri hak meingu iruis 

pe ingaduian itui dan peingaduiannya dibeinarkan se irta diteirima oleih 

pe ingadilan ataui pe ituigas teirse ibuit dan istri saya meimbayar seibe isar 

Rp 50.000,00 (lima puiluih ruipiah) seibagai Iwadl (peingganti) 

ke ipada saya, maka jatuihlah talak saya 1 (satui) ke ipadanya. Keipada 

pe ingadilan agama ataui pe ituigas teirse ibuit saya kuiasakan uintuik 

meine irima uiang Iwadl (Pe ingganti) itui dan ke imuidian 

meimbe irikannya uintuik ke ipeirluian ibadah sosial. 

Talak yang dijatuihkan kareina pe ilanggaran ta’lik talak, 

dilakuikan deingan keipuituisan Peingadialan Agama, dan talak yang 

dijatuihkan itui se ilalui talak satui Khu il’i kare ina ada Iwadl seihingga 

meigakibatkan suiatui peice iraian yang tidak dapat dicabuit keimbali 
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(Talak Ba’in). Uicapan ta’lik talak biasanya diuicapkan pada saat 

se ileisai Ijab Qobuil. 

C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Pernikahan/Perkawinan 

Pe imbatalan peirkawinan adalah peimbatalan huibuingan suiami isteiri 

se isuidah dilangsuingkannya akad nikah.44 Me inuiruit Soeidaryo Soimin, 

pe imbatalan peirkawinan adalah tindakan puituisan Pe ingadilan yang 

meinyatakan bahwa peirkawinan yang dilakuikan itui tidak sah, akibatnya 

ialah bahwa peirkawinan itui dianggap tidak pe irnah ada.45 

Se idangkan peimbatalan peirkawinan meinuiruit huikuim Islam su iatui 

pe irkawinan dapat batal dan dibatalkan, pe irkawinan yang meilanggar 

larangan yang beirsifat abadi, yakni yang be irkaitan deingan huikuim agama 

dalam peirkawinan, maka peimbatalannya be irsifat abadi. Seidangkan yang 

meilanggar larangan yang beirsifat seimeintara, yakni larangan yang 

adakalanya beirhuibuingan de ingan agama dan administrasi.46 

Pe imbatalan peirkawinan yaitui ruisak ataui tidak sahnya peirkawinan 

kareina tidak meimeinuihi salah satui ruikuin ataui salah satui syaratnya, ataui 

se ibab lain yang dilarang ataui diharamkan oleih agama. Batalnya peirkawinan 

ataui puituisnya peirkawinan dapat juiga dikeinal seibagai fasakh.47 

Pe imbatalan peirkawinan dalam huikuim Islam diseibuit fasakh yang artinya 

meiruisakkan ataui meimbatalkan. Fasakh meinuiruit bahasa beirarti ruisak, batal. 

Batal yaitui ruisaknya huikuim yang dite itapkan teirhadap suiatui amalan 

se ise iorang, kareina tidak meimeinuihi syarat dan ruikuinnya, seibagaimana yang 

diteitapkan oleih syara’. Jadi fasakh seibagai salah satui se ibab puituisnya 

pe irkawinan ialah meiruisakkan ataui meimbatalkan huibuingan pe irkawinan 

 
44 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

h. 37. 
45 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II, (Surakarta: 

Buana Cipta, 1986), h. 2. 
46 Ibid., h. 42. 
47 Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 141-142. 
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yang teilah beirlangsuing.48 Be irikuit beibe irapa peinge irtian peimbatalan 

pe irkawinan meinuiruit Ilmui Fiqh, Uindang-uindang Pe irkawinan dan 

Kompilasi huikuim Islam, yaitui: 

1. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih 

Dalam kajian huikuim Islam, suiatui tindakan baik yang beirhuibuingan 

de ingan huikuim taklifi mauipuin huikuim wad’i bisa be irnilai sah dan bisa 

be irnilai fasad (fasid) ataui batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada 

hakikatnya adalah ruisak dan puituisnya akad pe irkawinan kareina puituisan 

pe ingadilan. Agak tipis peirbe idaan antara keiduianya, seibab apa yang 

dise ibuit fasakh oleih se ibagian dianggap seibagai fasad oleih se ibagian yang 

lainnya.49 

Dalam huikuim Islam, pe imbatalan peirkawinan dise ibuit juiga de ingan 

fasakh. Fasakh be irarti meincabuit ataui meinghapuis. Kare ina di dalam ilmui 

fiqh teirse ibuit tidak diteimuikan istilah peimbatalan peirkawinan. Huikuim 

Islam hanya meingatuir teintang poligami teirbatas, tidak meingatuir ataui 

meinge inal peimbatalan atas pe irkawinan. Kalaui teirnyata didalam 

ke ihiduipan suiami isteiri tidak dapat dipeirtahankan lagi, maka 

pe irceiraianlah yang dapat dilakuikan.50 

Arti fasakh adalah meiruisakkan ataui meimbatalkan, beirarti 

pe irkawinan itui dipuituiskan ataui diruisakkan atas peirmintaan salah satui 

pihal oleih hakim Peingadilan Agama. Tuintuitan peimuituisan peirkawinan 

ini diseibabkan kareina salah satui pihak meine imuii ceila pada pihak lain 

 
48 Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

h. 78. 
49 Rahmat hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 

h. 187. 
50 Hilman hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan 

Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 41. 
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ataui me irasa teirtipui atas hal-hal yang be iluim dikeitahuii se ibe iluim 

be irlangsuingnya pe irkawinan. 

Fasakh dalam arti bahasa Indonesia adalah batal seidangkan dalam 

arti istilah adalah meimbatal dan leipasnya ikatan peirkawinan antara 

suiami ataui isteiri, adakalanya diseibabkan teirjadinya keiruisakan ataui cacat 

pada akad nikah itui se indiri adakalanya dise ibabkan hal-hal yang datang 

ke imuidian dan meinye ibabkan akad peirkawinan teirse ibuit tidak dapat 

dilanjuitkan. Fasakh diseibabkan oleih duia hal:51 

1. Dise ibabkan oleih pe irkawinan yang tidak me imeinuihi ruikuin dan syarat 

ataui teirdapat adanya halangan peirkawinan. 

2. Dise ibabkan teirjadinya seisuiatui dalam keihiduipan ru imah tangga yang 

tidak meimuingkinkan ruimah tangga itui dilanjuitkan. 

Se idangkan di dalam buikui Fiqh Muinakahat karangan Slameit 

Abidin diseibuitkan bahwa Fasakh artinya puituis ataui batal. Yang 

dimaksuid me imfasadkan akad peirkawinan adalah meimuituiskan ataui 

meimbatalkan ikatan huibuingan antara suiami dan isteiri.52 Fasakh kareina 

syarat-syarat yang tidak teirpe inuihi keitika akad nikah, seibagai beirikuit :53 

1. Se iteilah akad nikah, teirnyata dikeitahuii bahwa isteiri me iruipakan 

sauidara seipuipui ataui sauidara seisuisuian pihak suiami. 

2. Suiami isteiri masih keicil, diadakannya akad nikah oleih se ilain ayah 

ataui datuiknya. Keimuidian seite ilah deiwasa ia beirhak meine iruiskan 

ikatan peirkawinannya dahuilui ataui me igakhirinya. Khiyar ini 

 
51 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 253. 
52 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 

1999), h. 73. 
53 Ibid., h.75. 
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dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih meingakhiri  ikatan suiami 

isteiri, maka hal ini diseibuit fasakh baligh. 

Se ilanjuitnya Amir Syarifuiddin meinambahkan bahwa ada beibe irapa 

faktor yang meinye ibabkan teirjadinya pe imbatalan peirkawinan ataui 

fasakh, yaitui:54 

1. Syiqaq 

2. Cacat 

3. Suiami tidak mampui me imbeiri nafkah 

4. Mafquid (suiami ghaib) 

5. Me ilanggar peirjanjian dalam peirkawinan 

 

2. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 

Suiatui peirkawinan dapat dibatalkan apabila tidak meimeinuihi 

syarat- syarat (Pasal 22 sampai deingan Pasal 28 Uindang-uindang Nomor 

1 Tahuin 1974 teintang Pe irkawinan), ini beirarti bahwa peirkawinan batal 

kareina tidak teirpe inuihinya syarat-syarat yang dimaksuid, namuin jika 

pe irkawinan itui teilah teirlanjuir teirlaksana, maka peirkawinan itui dapat 

dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 

teintang Peirkawinan dinyatakan bahwa “Pe irkawinan dapat dibatalkan 

apabila para pihak tidak meime inuihi syarat- syarat uintuik me ilangsuingkan 

pe irkawinan.” 

Pe inge irtian dapat dibatalkan disini meinuiruit peinjeilasan atas Pasal 

22 Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 te intang Peirkawinan, diartikan 

bisa batal ataui bisa tidak batal, bilamana meinuiruit keiteintuian huikuim 

agamanya masing-masing tidak meine intuikan lain. Teirdapat keisan bahwa 

 
54 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 245 
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pe imbatalan peirkawinan teirjadi kareina tidak be irfuingsinya pe ingawasan 

baik dari pihak keiluiarga ataui peijabat beirwe inang seihingga peirkawinan 

teirlanjuir te irlaksana yang mana seiteilah itui diteimu ikan peilanggaran 

teirhadap Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang peirkawinan 

mauipuin te irhadap huikuim muinakahat. 

Se icara seide irhana, ada duia se ibab teirjadinya peimbatalan 

pe irkawinan:55 

1. Pe irtama, peilanggaran proseiduiral peirkawinan. Misalnya, tidak 

teirpe inuihinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan 

alasan proseiduiral lainnya. 

2. Ke iduia, pe ilanggaran teirhadap mateiri pe irkawinan. Misalnya, 

pe irkawinan dilangsuingkan di bawah ancaman, teirjadi salah sangka 

meinge inai calon suiami dan isteiri. 

Pe imbatalan peirkawinan adalah uisaha uintuik tidak dilanjuitkannya 

huibuingan peirkawinan seiteilah seibe iluimnya pe irkawinan itui teirjadi. Dalam 

meimuituis peirmohonan peimbatalan peirkawinan, peingadilan haruis se ilalui 

meimpe irhatikan keite intuian agama meimpe ilai. Jika meinuiruit agama 

pe irkawinan itui sah maka pe ingadilan tidak bisa meimbatalkan 

pe irkawinan. 

Batalnya peirkawinan dimuilai seiteilah adanya puituisan dari 

pe ingadilan, Pasal 28 ayat 1 Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 

teintang Pe irkawinan meine intuikan bahwa: “Batalnya suiatui pe irkawinan 

dimuilai se iteilah keipuituisan Pe ingadilan yang me impuinyai keite intuian te itap 

dan beirlakui se ijak saat beirlangsuingnya pe irkawinan”. 

 
55 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Jakarta: kencana, 2006), h. 107. 
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Orang yang dapat meingajuikan pe irmohonan peimbatalan 

pe irkawinan meinuiruit Pasal 23 Uindang-u indang Nomor 1 Tahuin 1974 

teintang Pe irkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Huikuim Islam, yaitui:56 

1. Para keilu iarga dalam garis keituiruinan teiruis ke iatas dari suiami ataui 

isteiri; 

2. Suiami ataui iste iri; 

3. Pe ijabat yang beirwe inang hanya seilama peirkawinan beiluim 

dipuituiskan; 

4. Pe ijabat yang dituinjuik teirse ibuit ayat (2) Pasal 16 Uindang-uindang ini 

dan se itiap orang yang meimpuinyai keipe intingan huikuim seicara 

langsuing teirhadap pe irkawinan teirse ibuit, teitapi hanya seite ilah 

pe irkawinan itui puituis. 

Uindang-uindang Pe irkawinan meingatuir te impat diajuikannya 

pe irmohonan peimbatalan peirkawinan yang dimuiat didalam Pasal 25 

yaitui Pe irmohonan pe imbatalan peirkawinan diajuikan ke ipada peingadilan 

dalam daeirah huikuim di mana peirkawinan dilangsuingkan ataui teimpat 

tinggal keiduia suiami isteiri, suiami ataui iste iri.Batalnya suiatui pe irkawinan 

se iteilah puituisan Pe ingadilan Agama meimpuinyai keiteintu ian yang teitap. 

Pe imbatalan peirkawinan dapat puila diajuikan oleih wali nikah seisuiai 

de ingan keiteintuian Pasal 26 deingan beibe irapa keite intuian:57 

1) Pe irkawinan yang dilangsuingkan dimuika peigawai peincatat 

pe irkawinan yang tidak beirwe inang, wali nikah, yang tidak sah ataui 

dilangsuingkan tanpa dihadiri oleih 2 (duia) orang saksi dapat 

dimintakan peimbatalannya oleih para ke iluiarga dalam garis 

 
56 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 106. 
57 Ibid., h. 107. 
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ke ituiruinan luiruis ke iatas dari suiami ataui iste iri, jaksa dan suiami ataui 

isteiri. 

2) Hak uintuik meimbatalkan oleih suiami ataui isteiri beirdasarkan alasan 

dalam ayat (1) Pasal ini guiguir apabila meire ika teilah hiduip beirsama 

se ibagai suiami isteiri dan dapat meimpe irlihatkan akta peirkawinan 

yang dibuiat peigawai pe incatat peirkawinan yang tidak be irwe inang 

dan peirkawinan haruis dipe irbaharuii suipaya sah. 

Ke iteintuian teintang yang meingatuir saat be irlakuinya peimbatalan 

pe irkawinan dimuiat di dalam Pasal 28 Uindang-uindang Pe irkawinan yaitui: 

1) Batalnya suiatui pe irkawinan dimuilai seiteilah keipuituisan pe ingadilan 

meimpuinya ke iteintuian yang te itap dan be irlakui se ijak saat 

be irlangsuingnya pe irkawinan. 

2) Ke ipuituisan tidak beirlakui suiruit te irhadap : 

a) Anak-anak yang dilahirkan dari peirkawinan teirse ibuit; 

b) Suiami ataui isteiri yang be irtindak deingan iktikad baik, keicu iali 

teirhadap harta beirsama, bila peimbatalan peirkawinan 

didasarkan atas adanya peirkawinan lain yang leibih dahuilui; 

c) Orang-orang ke itiga lainnya tidak teirmasuik dalam a dan b 

se ipanjang meireika meimpe iroleih hak-hak de ingan iktikad baik 

se ibe iluim keipuituisan teintang peimbatalan me impuinyai keiteintu ian 

teitap. 

 

3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi huikuim islam se ibagai seibuiah kitab dalam huikuim yang 

dijadikan peigangan hakim di Peingadilan Agama, juiga meingcoveir 

pe irmasalahan peimbatalan peirkawinan ini. Hal ini teirlihat dalam bab XI 

teintang batalnya peirkawinan Pasal 70 sampai deingan Pasal 76 yang 
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diruimuiskan se icara leingkap dan teirpe irinci. Batalnya suiatui pe irkawinan 

dimuilai seiteilah puituisan Pe ingadilan Agama yang meiwilayahi teimpat 

tinggal suiami ataui iste iri ataui teimpat peirkawinan dilangsuingkan. Dan 

batalnya suiatui peirkawinan dimuilai seiteilah puituisan Pe ingadilan Agama 

meimpuinyai keiteintuian yang teitap dan be irlakui se ijak beirlangsuingnya 

pe irkawinan, seipe irti yang dijeilaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). 

Adapuin me ingeinai pihak mana yang meimiliki hak uintuik me ingajuikan 

pe irmohonan peimbatalan peirkawinan adalah se ibagaimana yang teirdapat 

dalam Pasal 73 Kompilasi Huikuim Islam, se ibagai beirikuit:58 

a) Para keilu iarga garis keituiruinan keiatas dan ke ibawah dari suiami ataui 

isteiri. 

b) Suiami ataui iste iri. 

c) Pe ijabat yang beirwe inaang meingawasi pe ilaksanaan peirkainan 

meinuiruit uindang-uindang. 

d) Para pihak yang dituinjuik dan juiga seitiap orang yang meimpuinyai 

ke ipeintingan huikuim seicara langsuing teirhadap peirkawinan teirse ibuit, 

teitapi hanya seiteilah peirkawinan itui puituis. 

Dalam prakteik di Pe ingadilan Agama, seibagaimana yang teilah kita 

ke itahuii bahwa pe imbatalan peirkawinan dilakuikan te irhadap peirkawinan 

yang cacat huikuim ataui kuirang syarat dan ruikuinnya, se ibagaimana yang 

teilah disyari’atkan dalam syari’at islam, Uindang-uindang Nomor 1 

Tahuin 1974 te intang Pe irkawinan dan Kompilasi Huikuim Islam. 

Pe imbatalan peirkawinan dapat teirjadi apabila beirdasarkan atas alasan 

yang dikeimu ikakan, dan dari alasan teirse ibuit peimbatalan peirkawinan 

tidak dapat disamakan deingan peirceiraian kareina alasan yang diguinakan 

 
58 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana 

Premada Media Group, 2008), h. 123. 
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dalam peirce iraian tidak sama deingan alasan pe imbatalan peirkawinan. 

Be igituipuila para pihak yang beirhak meingguinakan ataui meingajuikan 

pe imbatalan tidak teirbatas pada suiami ataui isteiri saja. 

Pe imbatalan peirkawinan meimpuinyai dasar hu ikuim yang teigas 

dalam Pasal 22 Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang 

Pe irkawinan. Suiatui pe irkawinan dapat di batalkan apabila para pihak 

tidak meimeinuihi syarat- syarat uintuik meilangsuingkan peirkawinan. 

Barangsiapa kareina peirkawinan masih teirikat dirinya deingan salah satui 

dari keiduia be ilah pihak dan atas dasar masih adanya peirkawinan dapat 

meingajuikan peimbatalan peirkawinan yang barui, de ingan tidak 

meinguirangi keite intuian Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4. 

Hal teirse ibuit me inuinjuikkan kuiatnya dasar huikuim pe imbatalan 

pe irkawinan dalam Uindang-uindang peirkawinan yang beirlakui di 

Indone isia, yaitui Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang 

Pe irkawinan teintang peirkawinan. Seilain dari uindang-uindang peimbatalan 

pe irkawinan didasari juiga deingan huikuim islam yang teirmuiat di dalam 

Kompilasi Huikuim Islam. 

Kompilasi huikuim islam seibagai seibuiah kitab huikuim yang 

dijadikan peigangan hakim di Peingadilan Agama, juiga meingcoveir 

pe irmasalahan peimbatalan peirkawinan ini. Hal ini teirlihat dalam bab XI 

teintang batalnya peirkawinan Pasal 70 sampai deingan Pasal 76 yang 

diruimuiskan se icara leingkap dan teirinci. 

Batalnya suiatui pe irkawinan dapat teirjadi baik keitika akad 

pe irkawinan dilakuikan atauipuin seite ilah teirjadinya peirkawinan yang 

ke imuidian para pihak meingajuikan pe imbatalan teirhadapnya. 

Se ibagaimana yang teilah di atuir dalam Kompilasi Huiku im Islam Pasal 70 

meinge inai peirkawinan batal apabila: 
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1) Suiami meilakuikan pe irkawinan, seidang ia tidak beirhak me ilakuikan 

akad nikah kareina suidah meimpuinyai eimpat orang isteiri, se ikalipuin 

salah satui dari keieimpat isteirinya itui dalam iddah talak raj’i. 

2) Se ise iorang meinikahi beikas iste irinya yang te ilah diliannya. 

3) Se ise iorang meinikahi beikas isteirinya yang pe irnah dijatuihi tiga kali 

talak oleihnya, keicuiali bila beikas iste iri te irse ibuit peirnah meinikah 

de ingan pria lain yang keimuidian beirceirai lagi ba’da al duikhuil dari 

pria teirse ibuit dan teilah habis masa iddahnya. 

4) Iste iri adalah sauidara kanduing ataui se ibagai bibi ataui ke imeinakan dari 

isteiri ataui isteiri-isteirinya. 

Pe irmohonan peimbatalan peirkawinan dapat diajuikan keipada 

Pe ingadilan Agama yang meiwilayahi teimpat tinggal suiami ataui isteiri 

ataui pe irkawinan dilangsuingkan. Dan batalnya suiatui peirkawinan dimuilai 

se iteilah puituisan Pe ingadilan Agama meimpuinyai keiteintuian yang teitap dan 

be irlakui se ijak saat beirlangsuingnya pe irkawinan, se ipeirti yang dijeilaskan 

dalam kompilasi huikuim Islam Pasal 74 dite intuikan se ibagai beirikuit : 

1) Pe irmohonan peimbatalan peirkawinan dapat diajuikan ke ipada 

Pe ingadilan Agama yang meiwilayahi teimpat tinggal suiami ataui 

isteiri ataui teimpat peirkawinan. 

2) Batalnya suiatui pe irkawinan dimuilai se ite ilah puituisan Pe ingadilan 

Agama meimpuinyai keiteintuian yang teitap dan be irlakui se ijak saat 

be irlangsuingnya pe irkawinan. 

Pe imbatalan peirkawinan dapat dimohonkan keipada Pe ingadilan 

Agama di wilayah huikuim teimpat tinggal suiami ataui iste iri ataui te impat 

pe irkawinan dilangsuingkan. Tatacara pe ingajuian pe irmohonan 

pe imbatalan peirkawinan meinge inai peimanggilan, peimeiriksaan, dan 

puituisannya dilakuikan se isuiai de ingan tatacara peingajuian guigatan 
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pe irceiraian. Diatuir dalam keiteintuian Pasal 20 sampai deingan Pasal 36 

Pe iratuiran Pe imeirintah Nomor 9 Tahuin 1975, se ipanjang dapat diteirapkan 

dalam peimbatalan peirkawinan. 

Ke itika meinjalankan suiatui bahteira peirkawinan tidak teirle ipas dari 

pe irmasalahan yang timbuil buikan hanya dari pihak inteirn namuin juiga 

dapat beirasal dari pihak eikste irnal yang dimuingkinkan akan beirakhir 

dalam suiatui pe irceiraian. Namuin di samping dari be irakhirnya peirkawinan 

de ingan jalan peirce iraian, dikareinakan beibe irapa hal puituisnya huibuingan 

pe irkawinan juiga dapat di se ibabkan adanya pe imbatalan peirkawinan. 

Baik di dalam huikuim Islam mauipuin huikuim neigara teirjadinya su iatui 

pe imbatalan peirkawinan dibeinarkan seibagai suiatui be intuik be irakhirnya 

huibuingan antara suiami-isteiri. Te irdapat be ibeirapa alasan-alasan yang 

dibeinarkan meinuiruit huiku im uintuik me ilaksanakan suiatui peimbatalan 

pe irkawinan teirmuiat di dalam Uindang- uindang Nomor 1 Tahuin 1974 

teintang Pe irkawinan dalam Pasal 26 sampai deingan Pasal 27 adalah: 

1) Pe irkawinan yang dilangsuingkan di hadapan peigawai Peincatatan 

Pe irkawinan yang tidak beirwe inang. 

2) Wali Nikah yang meilakuikan pe irkawinan itui tidak sah. 

3) Pe irkawinan dilangsuingkan tanpa dihadiri oleih 2 (duia) orang saksi. 

4) Pe irkawinan dilangsuingkan di bawah ancaman yang meilanggar 

huikuim. 

5) Ke itika peirkawinan beirlangsuing teirjadi salah sangka meingeinai diri 

suiami ataui iste iri. 

Bilamana ada salah satui pe ilanggaran pe irkawinan, maka 

pe irkawinannya meiruipakan peirkawinan batal ataui pe irkawinan 

difasidkan. Peirkawinan yang batal dianggap tidak ada peirkawinan dari 

pe irmuilaannya, yakni muilai akad nikah, se idangkan peirkawinan fasid 
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dianggap puitu is muilai hari dipuituis oleih pe ingadilan. Meinuiruit Kompilasi 

huikuim islam suiatui pe irkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a) Suiami meilakuikan poligami tanpa izin Peingadilan Agama. 

b) Pe ire impuian yang dikawini teirnyata keimuidian dikeitahuii masih 

meinjadi isteiri pria lain yang mafquid. 

c) Pe ire impuian yang dikawini teiryata masih dalam iddah dari suiami 

lain. 

d) Pe irkawinan yang meilanggar batas uimuir pe irkawinan seibagaimana 

diteitapkan dalam Pasal 7 Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 

teintang Pe irkawinan. 

e) Pe irkawinan dilangsuingkan tanpa wali ataui dilaksanakan oleih wali 

yang tidak beirhak. 

f) Pe irkawinan yang dilaksanakan deingan paksaan se ise ieiorang. 

Dalam hal peingajuian peimbatalan peirkawinan teirdapat puila hal-hal 

yang meimbatalkannya/ guiguir. Maksuid guiguirnya pe imbatalan ialah 

meinghindari hak peinuintuitan keiduia kalinya kareina satui pe irbuiatan juiga. 

Hak meingaju ikan peimbatalan guiguir, diseibabkan: 

a) Dalam hal peilanggaran proseiduiral jika meire ika teilah hiduip beirsama 

se ibagai suiami isteiri dan meimpe ilai dapat meimpeirlihatkan akta 

pe irkawinan dibuiat oleih peigawai peincatat pihak yan beirwe inang 

yang teilah dipeirbaharuii. 

b) Dalam hal peilanggaran mateiriil jika ancaman teilah beirhe inti ataui 

jika salah sangka di antara suiami isteiri teilah disadari keiadaannya, 

teitapi dalam teimpo 6 (einam) builan seiteilah peirkawinan itui teirnyata 

masih teitap seibagai suiami isteiri. 
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D. Penelitian Yang Relevan 

Teilah banyak peine ilitian meingeinai pe imbatalan peirkawinan. 

Be irdasarkan peine iluisuiran pe inu ilis, dite imuikan be ibeirapa karya ilmiah yang 

re ileivan deingan peine ilitian ini. Karya-karya ilmiah teirse ibu it adalah seibagai 

be irikuit: 

1) Skripsi, Mu ihammad Auifa Nabieil, mahasiswa Program Stuidi Huikuim 

Ke iluiarga Islam. Fakuiltas Syariah. Uinive irsitas Islam Neige iri Mauilana 

Malik Ibrahim Malang. Yang beirjuiduil “Peimbatalan Nikah Akibat 

Manipuilasi Ideintitas Ditinjaui Dari Te iori Maslahah Imam Al Ghozali”. 

dalam peineilitian ini mambahas peimbatalan nikah akibat peimalsuian 

ideintitas. Adapuin hasil teimuiannya adalah hakim meimuituiskan pe irkara 

pe imbatalan nikah atas 5 dasar peirtimbangan hakim yang diamati oleih 

pe inuilis yang beiruipa : 1.) Poligami tanpa izin 2.) Peimalsuian ideintitas 

3.) Alat buikti 4.) Akibat Huikuim dan 5.) Ke iwe inangan Peingadilan. 

Se ihingga dari kasuis teirse ibuit kajian maslahah Imam Al Ghozali yang 

hadir uintuik meinjadi soluisi dari peirmasalahan peimbatalan nikah. Jadi 

yang masuik ke idalam kajian bab peimbatalan nikah akibat manipuilasi 

ideintitas ialah tingkatan daruiriyat yang juiga keimaslahatannya deimi 

meinjaga keituiruinan (Hifdz nasab), meinjaga harta (Hifdz mal) dan 

meinjaga jiwa (hifdz nafs).59 

Pe irsamaan dalam peine ilitian ini meimbahas peimbatalan nikah 

be irdasarkan stuidi puituisan Pe ingadilan Agama, seidangkan pe irbeidaan 

yang ditampilkan deingan peine ilitian ini adalah meingguinakan teiori 

 
59 Skripsi, Muhammad Aufa Nabiel, Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi 

Identitas Ditinjau Dari Teori Maslahah Imam Al Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang 

Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg), (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2022). 
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maslahah dari Imam Al-Ghozali, seihingga Analisa yang akan dituilis 

akan tampak beirbe ida. 

2) Skripsi, Mu ihammad Reizki Wira Sapuitra, mahasiswa program stuidi 

Ilmui Huiku im. Fakuiltas Huikuim. Uinive irsitas Islam Suiltan Aguing 

Se imarang. Yang beirjuiduil “Analisis Yu iridis Peimbatalan Peirkawinan 

Akibat Tidak Teirpe inuihinya Peirsyaratan Peirkawinan (Stuidi Kasuis 

Peirkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)”. dalam peineilitian ini 

meimbahas peimbatalan peirkawinan akibat tidak teirpe inuihinya 

pe irsyaratan peirkawinan. Adapuin hasil teimuian dari peine ilitian ini 

adalah puituisan pe irkara teirse ibuit suidah be inar kareina pe irkawinan 

teirse ibuit meilanggar atuiran peirsyaratan peirkawinan seibagaimana yang 

teilah diatuir dalam UiUi Nomor 1 Tahuin 1974, yang be irakibat 

pe irkawinan teirse ibuit tidak sah.60 

Pe irsamaan yang teirdapat dalam peineilitian ini adalah meimbahas 

pe imbatalan nikah deingan kajian UiUi Pe irkawinan Nomor 1 Tahuin 

1974. Se idangkan peirbeidaannya adalah peine ilitian yang akan dilakuikan 

pe inuilis akan meinitik beiratkan peirsoalan pada peimbatalan peirkawinan 

yang diseibabkan paksaan deingan pe irtimbangan Hu ikuim Positif dan 

Kompilasi Huikuim Islam. 

3) Jurnal, Asnawi, STIS Ummul Ayman Pidie Jaya Jurnal Al-Fikrah, 

Yang berjudul “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis 

Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)”, 

Volume: 9 Nomor: 2 Tahun 2020. Berdasarkan hasil kajian tersebut 

dapat dipahami pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah 

 
60 Skripsi, Muhammad Rezki Wira Saputra, Analisis Yuridis Pembatalan 

Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara 

No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg), (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

2021). 
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rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara 

mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Akibat hukum 

dari pembatalan nikah terhadap suami dan istri akan berubah status 

menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan 

kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. 

Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini 

dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan 

akan dimiliki kembali secara masing bermasing oleh suami dan istri. 

Sementara harta bersama akan dibagikan secara bersama dan masing-

masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama 

tersebut.61 

Persamaan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan dari Undang-

undang, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini tidak membahas 

dari pandangan Kompilasi Hukum Islam. 

 

  

 
61 Jurnal, Asnawi, Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif 

Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan), Jurnal Al-Fikrah Volume: 9 Nomor: 

2 Tahun 2020. h 112-127. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam peinyuisuinan skripsi ini peinuilis me imilih Pe ingadilan Agama 

Jakarta Seilatan, dikareinakan pe inuilis meinganalisis daripada puituisan yang 

suidah inkrach deingan nomor puituisan 100/Pdt.G/2023/PA.JS teintang 

Pe imbatalan Nikah. Adapuin waktui peilaksanaan peineilitian ini dilakuikan dari 

Me ii sampai deingan Juili 2023.  

 

B. Metode dan Prosedur Penelitian 

Adapuin me itodei pe indeikatan yang diguinakan dalam peine ilitian adalah 

yuiridis normatif yang beirsifat kuialitatif. Bogdan dan Taylor, dalam Leixy J. 

Mole iong, meindeifinisikan meitodologi kuialitatif seibagai proseiduir peine ilitian 

yang meinghasilkan data yang deiskriptif be iruipa kata-kata teirtuilis ataui lisan 

dari orang-orang dan peirilakui yang dapat diamati.62 

Pe ine ilitian yuiridis normatif adalah peineilitian yang mangacui pada 

norma huikuim yang teirdapat dalam peiruindang-uindangan, puituisan 

pe ingadilan, buiku i-buikui yang beirkaitan deingan peirmasalahan.63 

Dalam proseiduir peine ilitian, peine iliti meingguinakan beibeirapa proseiduir 

pe ineilitian: (1) Tahap Peirsiapan peine ilitian, (2) Tahap peinge irjaan peine ilitian, 

(3) Tahap analisis data. 

1. Tahap Peirsiapan peineilitian 

 
62 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan 33 (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4. 
63 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

h. 105. 
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Pada tahap ini beirorieintasi uintuik meimpe iroleih gambaran uimuim 

meinge inai latar beilakang peine ilitian deingan me ilakuikan “grand touir 

obse irvation”. Keigiatan teirse ibuit adalah: 

a. Me inyuisuin rancangan peine ilitian; 

b. Me imilih lapangan peineilitian; 

c. Me inyiapkan peirleingkapan peineilitian. 

2. Tahap Peinge irjaan Peine ilitian 

Tahap ini meiruipakan tahap eiksplorasi seicara teirfokuis se isuiai deingan 

pokok peirmasalahan yang teilah dipilih se ibagai fokuis pe ine ilitian. 

Tahap ini meiruipakan peinge irjaan dimana peineiliti meilakuikan 

obse irvasi dan peinguimpuilan data seirta dokuimein. Ke igiatan teirse ibuit 

adalah: 

a. Me imahami latar peine ilitian dan peirsiapan diri; 

b. Me incari suimbe ir-su imbeir pe induikuing 

c. Me inguimpuilkan data-data. 

3. Tahap Analisa Data 

Tahap ini dilakuikan ole ih peinuilis be iriringan de ingan tahap peike irjaan 

lapangan. Dalam tahapan ini peinuilis meinganalsis daripada puitu isan 

teirse ibuit de ingan meindalam dari suidu it pandang peinuilis de ingan cara 

analitis deiskriptif kuialitatif. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Suimbe ir data yang diguinakan dalam peine ilitian ini teirdiri dari duia 

suimbe ir yaitui suimbeir data primeir dan suimbe ir data seikuindeir.  

1) Suimbe ir data primeir, yaitui suimbeir data yang haruis ada dan meinjadi 

suimbe ir pokok dari data-data yang di kuimpuilkan. Yaitui te intang puituisan 

Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. 

teintang peimbatalan nikah, beirita acara, dan dokuimein-dokuime in lain. 
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2) Suimbe ir data seikuinde ir, yaitui suimbeir suimbeir lain yang meinuinjang 

suimbe ir uitama yaitui beiruipa buikui buikui pe inuinjang yang beirhuibuingan 

de ingan peineilitian. Seipe irti buikui Pe ineirapan Huikuim Acara Peirdata di 

Lingkuingan Pe iradilan Agama karangan Abduil Manan teirbitan tahuin 

2001, dll. 

 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Se itiap peine ilitian yang dilakuikan pastinya haruis meinghasilkan data-

data yang seisuiai deingan masalah yang teilah diruimuiskan oleih peine iliti, maka 

dalam hal pe ineilitian meinguimpuilkan data meiruipakan peike irjaan yang 

pe inting. Adapuin teiknik peinguimpuilan data yang diguinakan dalam 

pe ineilitian ini, yaitui stuidi dokuimeintasi dan stuidi keipu istakaan teirhadap 

salinan puituisan Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan Nomor 

100/Pdt.G/2023/PA.JS. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proseis pe inye ideirhanaan data kei dalam beintuik 

yang leibih muidah dibaca dan di inteirpreitasikan.64 Dalam hal ini, data yang 

dipeirole ih dalam peineilitian ini akan dianalisis se icara kuialitatif, analisis data 

dilakuikan de ingan beibe irapa teiknik analisis data yang dijeilaskan John W. 

Cre iswe ill, antara lain seibagai beirikuit:65 

1. Me ingolah dan meimpe irsiapkan data 

Pe ine iliti meinyiapkan data-data uintuik dianalisis, seipe irti mein-

scanning mateiri, ataui meimilah-milah dan meinyuisuin data teirse ibuit 

 
64 Sofian Effendi, Tukiran, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 

250. 
65 John W. Creswell, Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed, terjemahan Achmad Fawaid, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 276.  
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ke idalam jeinis-je inis yang beirbe ida teirgantuing pada suimbeir 

informasi.  

2. Me imbaca keise iluiruihan data  

Pe ine iliti meimbanguin geine iral se inse i (peinge irtian uimuim) atas 

informasi yang dipeiroleih dan me ireifle iksikan maknanya seicara 

ke ise iluiruihannya.  

3. Me inganalisis leibih de itail deingan meing-coding data 

Coding meinuiruit Rossman & Rallis, dalam Creiswe ill, 

meingatakan bahwa proseis me ingolah mateiri ataui informasi meinjadi 

se igmein-se igme in tuilisan seibeiluim meimaknainya.66 Langkah ini 

pe ineiliti meilibatkan beibe irapa tahap, antara lain: 

a. Me ingambil data tuilisan ataui gambar yang teilah dikuimpuilkan 

se ilama proseis pe inguimpuilan. 

b. Me inse igmeintasi kalimat-kalimat (ataui paragraf-paragraf) ataui 

gambar-gambar teirse ibuit kei dalam kateigori-kateigori, keimuidian 

meilabeili kateigori-kateigori ini deingan istilah-istilah khuisuis, 

yang seiring kali didasarkan pada istilah/bahasa yang beinar-

be inar beirasal dari partisipan. 

4. Prose is coding data 

Prose is coding uintuik meindeiskripsikan se itting, orang-orang, 

kateigori-kateigori, dan teima-teima yang akan dianalisis. Deiskripsi ini 

meilibatkan uisaha peinyampaian informasi se icara deitail meingeinai 

orang-orang, lokasi-lokasi, ataui peiristiwa-pe iristiwa dalam seitting 

teirte intui. 

 

 

 

 
66 Ibid. 



55 
 

 

5. De iskripsi dan Pe inyajian keimbali 

Tuinjuikkan bagaimana deiskripsi dan teima-teima ini akan 

disajikan keimbali dalam narasi/laporan kuialitatif. Peinde ikatan yang 

paling popuileir adalah deingan meine irapkan pe indeikatan naratif dalam 

meinyampaikan hasil analisis. Peinde ikatan ini bisa meilipuiti 

pe imbahasan teintang kronologi peiristiwa, te ima-teima teirteintui 

(leingkap deingan suibteima-suibteima, iluistrasi-iluistrasi khuisuis, 

pe irspe iktif-peirspeiktif, dan kuitipan-kuitipan), ataui te intang 

ke iteirhuibuingan antarteima. 

6. Inteirpre itasi data 

Langkah teirakhir dalam analisis data adalah 

meinginteirpre itasi ataui meimaknai data. Inteirpre itasi bisa beiru ipa 

makna yang beirasal dari peirbandingan antara hasil peine ilitian 

de ingan informasi yang beirasal dari liteiratuir ataui teiori. Dalam hal 

ini, peine iliti meine igaskan apakah hasil peine ilitiannya meimbeinarkan 

ataui juistrui meinyangkal informasi se ibeiluimnya. 

Inteirpre itasi/peimaknaan ini juiga bisa beiruipa peirtanyaan-peirtanyaan 

barui yang peirlui dijawab seilanjuitnya: peirtanyaan-peirtanyaan yang 

muincuil dari data dan analisis, dan buikan dari hasil ramalan peine iliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan67 

1. Sejarah Pengadilan Agama 

Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan seibagai salah satui instansi yang 

meilaksanakan tuigasnya, meimiliki dasar huikuim dan landasan keirja 

se ibagai beirikuit: 

1) Uindang-u indang Dasar 1945 Pasal 24; 

2) Uindang-u indang Nomor 48 Tahu in 2009, te intang Keikuiasaan 

Ke ihakiman; 

3) Uindang-u indang Nomor 1 Tahuin 1974; 

4) Uindang-u indang Nomor 7 Tahuin 1989 se ibagaimana diuibah de ingan 

Uindang-u indang Nomor 50 Tahuin 2009, te intang peiruibahan keiduia 

atas Uindang-uindang Nomor 7 Tahuin 1989, teintang Pe iradilan 

Agama 

5) Pe iratuiran Pe imeirintah Nomor 9 Tahuin 1975; 

6) Ke ipuituisan Me inteiri Agama RI Nomor 69 Tahu in 1963, te intang 

Pe imbeintu ikan Pe ingadilan Agama Jakarta Se ilatan; 

7) Pe iratuiran-pe iratuiran lain yang beirhuibuingan de ingan Tata Ke irja dan 

Weiwe inang Pe ingadilan Agama; 

Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan dibeintuik beirdasarkan su irat 

ke ipuituisan Me inte iri Agama RI Nomor 69 Tahuin 1963. Pada muilanya 

 
67 Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Online). (https://www.pa-

jakartaselatan.go.id, diakses pada 26 Juni 2023). Alamat: Jl. Harsono RM No.1, 

RT.5/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 12550. 

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/
https://www.pa-jakartaselatan.go.id/
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Pe ingadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya teirdapat tiga kantor 

yang dinamakan kantor cabang, yaitui: 

1) Kantor cabang Peingadilan Agama Jakarta Uitara. 

2) Kantor Pe ingadilan Agama Jakarta Teingah. 

3) Pe ingadilan Agama Istimeiwa Jakarta Raya se ibagai induik. 

Se imuia Pe ingadilan Agama teirse ibuit di atas teirmasuik Wilayah 

Huikuim Cabang Mahkamah Islam Tinggi Suirakarta. Keimuidian se iteilah 

be irdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Banduing be irdasarkan su irat 

ke ipuituisan Me inteiri Agama Nomor 71 Tahuin 1976 tanggal 16 Deise imbeir 

1976, se imuia Peingadilan Agama di Provinsi Jawa Barat teirmasuik 

Pe ingadilan Agama yang beirada di Daeirah Ibui Kota Jakarta Raya beirada 

dalam wilayah Huikuim Mahkamah Islam TInggi Cabang Banduing. 

Dalam peirke imbangan seilanjuitnya istilah Mahkamah Islam Tinggi 

meinjadi Peingaidlan Tinggi Agama (PTA). 

Be irdasarkan suirat keipuituisan Me inteiri Agama RI Nomor 61 Tahuin 

1985, Pe ingadilan Tinggi Agama Suirakarta dipindah kei Jakarta, akan 

teitapi reialisasinya barui teirlaksana pada tanggal 30 Oktobeir 1987 dan 

se icara otomatis WIlayah Huikuim Pe ingadilan Agama di Wilayah DKI 

Jakarta adalah meinjadi Wilayah Huikuim Pe ingadilan Peingadilan Tinggi 

Agama Jakarta. 

Teirbe intuiknya kantor Peingadilan Agama Jakarta Seilatan 

meiruipakan jawaban dari peirkeimbangan masyarakat Jakarta, yang keitika 

itui pada tahuin 1967 meiruipakan cabang di Peingadilan agama Istimeiwa 

Jakarta Raya yang beirkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timuir. 

Se ibuitan pada waktui itui adalah cabang Peingadilan Agama Jakarta 

Se ilatan. Kantor cabang Peingadilan Agama Jakarta Seilatan dibeintuik 

se isuiai de ingan banyaknya juimlah peinduiduik dan be irtambahnya 

pe imahaman peinduiduik se irta tuintuitan masyarakat Jakarta Seilatan yang 
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wilayahnya cuikuip luias. Ke iadaan kantor ke itika itui masih dalam keiadaan 

daruirat yaitui meineimpati geiduing beikas kantor Keicamatan Pasar Minggui 

di suiatui gang keicil yang sampai saat ini dike inal deingan gang Peingadilan 

Ne ige iri yang keitika itui dipimpin oleih Bismar Sireigar, S.H. 

Pe inanganan kasuis-kasuis hanya beirkisar peirceiraianm kalauipuin ada 

teintang warisan, masuik keipada komparisi. ituipuin dimuilai pada tahuin 

1969, keirjasama deingan Peingadilan Neige iri yang keitika itui dipimpin 

oleih Bismar Sireigar, S.H. 

Se ibe iluim tahuin 1969, peirnah puila meimbuiat fatwa waris, akan 

teitapi hal itui diteintang oleih pihak keiamanan kareina beirte intangan deingan 

ke iwe inangannya se ihingga se impat beibeirapa orang teirmasuik Hasan 

Muighni ditahan kareina Pe ineitapan Fatwa Waris. Oleih kareinanya, seijak 

saat itui Fatwa Waris ditambah deingan kalimat "jika ada harta 

pe ininggalan". 

Pada tahuin 1976, geiduing kantor cabang Pe ingadilan Agama 

Jakarta Seilatan dipindah kei blok D Ke ibayoran Barui Jakarta Seilatan 

de ingan meine impati seirambi Masjid Syarie if Hidayatuillah dan seibu itan 

kantor cabang puin dihilangkan meinjadi Pe ingadilan Agama Jakarta 

Se ilatan. Keimuidian diangkat puila beibe irapa hakim honoreir yang 

diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H. 

Pe inuinju ikan teimpat teirse ibuit atas inisiatif ke ipala Kandeipag Jakarta 

Se ilatan yang waktui itui dijabat puila Drs. H. Muihdi Yasin. Se iiring deingan 

pe irkeimbangan teirse ibuit, diangkat puila 8 karyawan uintuik me inangani 

tuigas-tuigas ke ipaniteiraan yaitui, Ilyas Hasbuillah, Hasan Jauihari, Suikandi, 

Saimin, Tuiwon Haryanto, Fathuillah AN., Hasan Muighni, dan Imron. 

Ke iadaan peine impatan kantor di seirambi Masjid teirse ibuit, beirtahan hingga 

tahuin 1979. 
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Se ilanjuitnya pada akhir April 2010, geiduing barui Pe ingadilan 

Agama Jakarta Seilatan direismikan oleih Ke ituia Mahkamah Aguing RI. 

Ke imuidian pada awal Meii 2010, diadakan tasyakuiran dan seikaliguis 

dimuilainya aktifitas pe irkantoran di geidu ing barui te irse ibuit. Pada saai itui 

Ke ituia Peingadilan Agama Jakarta Seilatan dijabat oleih Drs. H. Ahsin A. 

Hamid, S.H. 

Se ijak meine impati geiduing barui yang cuikuip meigah dan 

re ipreise intatif teirse ibuit, di Pe ingadilan Agama Jakarta Se ilatan dilakuikan 

pe imbeinahan dalam seigala hal, baik dalam hal peilayanan teirhadap 

pe incari keiadilan mauipuin dalam hal pe iningkatan TI (Teiknologi 

Informasi) yang suidah seimakin canggih dise irtai deingan aplikasi-aplikasi 

yang meinuinjang pe ilaksanaan tuigas pokok, se ipe irti aplikasi SIADPA 

(Siste im Informasi Administrasi Peirkara Pe ingadilan Agama) yang suidah 

be irjalan, sisteim informasi manidiri deingan layar seintu ih (touichscreie in), 

se irta situis we ib "http://www.pa-jakartaseilatan.go.id". 

 

2. Visi dan Misi Pe ingadilan Agama Jakarta Se ilatan 

Visi : “Meiwuijuidkan Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan Yang Aguing”. 

Misi :  

1. Me injaga Keimandirian Peingadilan Agama Jakarta Seilatan. 

2. Me imbeirikan Pe ilayanan Huikuim Yang Be irke iadilan, Transparan Dan 

Akuintabeil. 

3. Me ilaksanakan Peinguiatan Peingawasan Yang Sisteimatis Dan 

Be irkeisinambuingan. 

4. Me iwuijuidkan Syste im Pe iradilan di Peingadilan Agama Jakarta 

Se ilatan Yang Beirbasis IT. 
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3. Tuigas Pokok dan Fuingsi Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan 

Uindang-uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indone isia Tahuin 1945 

meine intuikan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pe iadilan Agama meiruipakan 

salah satui lingkuingan peiradilan yang beirada di abwah Mahkamah aguing 

be irsama badan peiradilan lainnya di lingkuingan Peiradilan Uimuim, 

Pe iradilan Tata Uisaha Ne igara, dan Peiradilan Militeir, meiruipakan salah 

satui badan peiradilan peilakui ke ikuiasaan keihakiman uintuik 

meinye ileingge irakan huikuim dan keiadilan bagi rakyat peincari keiadilan 

pe irkara teirteintui antara orang-orang yang be iragama Islam. 

Pe ingadilan Agama Jakarta Se ilatan yang me iruipakan Peingadilan 

Tingkat Peirtama beirtuigas dan beirwe inang meimeiriksa, meimuituis, dan 

meiye ileisaikan peirkara-peirkara di tingkat peirtama antara orang-orang 

yang beiragama Islam di bidang: peirkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan eikonomi syariah seibagaimana diatuir 

dalam pasal 49 Uindang-uindang Nomor 3 Tahuin 2006 teintang Peiruibahan 

atas UiNdang-uindang Nomor 7 Tahuin 1989 teintang Pe iradilan Agama. 

Di samping tuigas pokok dimaksuid diatas, Pe ingadilan Agama 

Jakarta Seilatan meimpuinyai fuingsi, antara lain seibagai beirikuit: 

1) Fuingsi me ingadili (juidicial powe ir), yakni meine irima, meimeiriksa, 

meingadili dan meinyeile isaikan peirkara-pe irkara yang meinjadi 

ke iwe inangan Peingadilan Agama dalam tingkat peirtama (videi: Pasal 

49 Uindang-uindang Nomor 3 Tahuin 2006). 

2) Fuingsi pe imbinaan, yakni meimbeirikan peingarahan, bimbingan, dan 

pe ituinjuik keipada peijabat struiktuiral dan fuingsional di bawah 

jajarannya, baik meinyangkuit teiknis yuidisial, administrasi peiradilan, 

mauipuin administrasi uimuim/peirleingkapan, ke iuiangan, keipe igawaian, 

dan pe imbanguinan (videi: Pasal 53 ayat (3) Uindang-uindang No. 3 

Tahuin 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
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3) Fuingsi pe ingawasan, yakni meingadakan pe ingawasan meileikat atas 

pe ilaksanaan tuigas dan tingkah lakui Hakim, Paniteira, Se ikre itaris, 

Paniteira Pe ingganti, dan Juiruisita/Juiruisita Peingganti di bawah 

jajarannya agar peiradilan diseileinggarakan de ingan se iksama dan 

se iwajarnya (videi: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Uindang-uindang No. 3 

Tahuin 2006) dan teirhadap peilaksanaan administrasi uimuim 

ke ise ikreitariatan seirta peimbanguinan. (videi: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

4) Fuingsi nase ihat, yakni meimbeirikan peirtimbangan dan naseihat 

teintang huikuim islam keipada instansi pe imeirintah di daeirah 

huikuimnya, apabila diminta (videi: Pasal 52 ayat (1) Uindang-uindang 

Nomor 3 Tahuin 2006). 

5) Fuingsi administratif, yakni meinye ileinggarakan administrasi 

pe iradilan (teiknis dan peirsidangan), dan administrasi uimuim 

(ke ipeigawaian, keiuiangan, dan uimuim/peirleingkapan) (videi: KMA 

Nomor KMA/080/VIII/2006). 

6) Fuingsi lainnya: 

- Me ilakuikan koordinasi dalam peilaksanaan tuigas hisab dan 

ruikyat deingan instansi lain yang teirkait, se ipeirti DE iPAG, MUiI, 

Ormas Islam dan lain-lain (videi: Pasal 52 A Uindang-uindang 

Nomor 3 Tahuin 2006). 

- Pe ilayanan peinyuiluihan huikuim, pe ilayanan rise it/peine ilitian dan 

se ibagainya seirta meimbeiri akse is yang se ilu ias-luiasnya bagi 

masyarakat dalam eira keiteirbuikaan dan transparansi informasi 

pe iradilan, seipanjang diatuir dalam Keipuituisan Keituia Mahkamah 

Aguing RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 teintang 

Ke iteirbuikaan Informasi di Peingadilan. 
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4. Wilayah Yuirisdiksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Alasan Terjadi Gugatan Nomor Putusan 100/Pdt.G/2023/PA.JS 

tentang Pembatalan Nikah 

Bahwa Peimohon beirdasarkan suirat peirmohonannya teirtanggal 28 

De ise imbeir 2022 te ilah me ingajuikan pe irmohonan Pe imbatalan Nikah yang 

teilah didaftar di Keipaniteiraan Peingadilan Agama Jakarta Seilatan deingan 

Nomor 110/ Pdt.G /2023 / PA. JS tanggal 5 Januiari 2023 de ingan dalil-dalil 

se ibagai beirikuit:  

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopeimbeir 2022 M ataui tanggal 10 Rabiuil 

Akhir 1444 H te ilah dilangsuingkan peirnikahan antara Peimohon de ingan 

Teirmohon yang dicatat oleih Peigawai Peincatat Nikah Kantor Uiru isan 

Agama Keicamatan Teibe it, Kota Administrasi Jakarta Seilatan, 

se ibagaimana teirnyata dalam Kuitipan Akta Nikah Nomor XXXXX  
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2. Bahwa peirnikahan antara Peimohon deingan Teirmohon teilah dicatat 

oleih Pe igawai Pe incatat Nikah Kantor Uiruisan Agama Keicamatan Teibe it, 

Kota Administrasi Jakarta Seilatan, akan te itapi peirnikahan antara 

Pe imohon deingan Teirmohon teirse ibuit teirjadi atas keihe indak dari keiduia 

orang tuia Peimohon dan Teirmohon, seidangkan antara Peimohon deingan 

Teirmohon tidak peirnah saling meinge inal dan tidak peirnah keinal 

se ibe iluimnya se ihingga Peimohon dan Teirmohon meirasa teirpaksa dan 

be irada dalam teikanan keiduia orang tuia meire ika;  

3. Bahwa beirke inaan deingan pe irnikahan teirse ibuit teirjadi, kareina 

ke iteirpaksaan deimi meinghormati keipuituisan ayah kanduing Pe imohon 

uintuik meinjodohkan antara Peimohon deingan Teirmohon, se ikalipuin 

se ibe iluimnya Pe imohon tidak peirnah keinal de ingan Teirmohon.  

4. Bahwa pada awalnya orang tuia Peimohon dipeirke inalkan keipada orang 

tuia Teirmohon, seihingga saat peirkeinalan teirse ibu it, teilah teirjadi 

ke ise ipakatan antara keiduia orangtuia uintuik meinjodohkan dan 

meinikahkan Peimohon de ingan Teirmohon.  

5. Bahwa orang tuia Pe imohon pada awalnya pe ircaya keipada pihak yang 

meimpe irteimuikan dan meimpeirkeinalkan orang tuia Pe imohon de ingan 

orang tuia Teirmohon, meiskipuin be iluim meinge inal sifat, peirilakui dan 

pribadi Teirmohon se icara leingkap, meingingat jarak teimpat tinggal 

Teirmohon dan orang tuianya deingan teimpat tinggal Peimohon dan orang 

tuia Peimohon teirpisah jarak yang cuikuip jauih. 

6. Bahwa peirnikahan antara Peimohon de ingan Teirmohon teilah 

dilangsuingkan de ingan akad nikah pada tanggal 05 Nope imbeir 2022 

akan teitapi, teirnyata Teirmohon tidak maui dan tidak peirnah meinggauili 

Pe imohon se icara biologis se ibagaimana huibuingan suiami istri, dan 

bahkan deingan tanpa alasan yang jeilas pada hari beirikuitnya se iteilah 

prose is pe irnikahan beirlangsuing yaitui pada tanggal 6 Nope imbeir 2022 
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Teirmohon meininggalkan Peimohon dan puilang keimbali kei ruimah 

orang tuia Teirmohon di Suirabaya, yang kareina itui kondisi biologis 

Pe imohon adalah masih dalam keiadaan peirawan.  

7. Bahwa deingan meimpe irhatikan proseis awal peirke inalan antara orang 

tuia Pe imohon deingan orang tuia Te irmohon yang keimuidian 

meinjodohkan dan meinikahkan Peimohon de ingan Teirmohon seidangkan 

antara Peimohon deingan Teirmohon tidak pe irnah saling meinge inal 

se ibe iluimnya, Pe imohon tidak peirnah me incintai Teirmohon bahkan 

se ibe inarnya antara Peimohon mauipuin Te irmohon sama seikali tidak 

meinginginkan teirjadinya peirnikahan, dimana peirnikahan antara 

Pe imohon deingan Teirmohon teirjadi kareina adanya paksaan dari keiduia 

orangtuia Pe imohon dan Teirmohon;  

8. Bahwa seisuiai deingan keiteintuian teirse ibuit diatas, Peimohon mohon uintuik 

meimbatalkan peirkawinan antara Pe imohon (Pe imohon) de ingan 

Teirmohon (Te irmohon) yang dilangsuingkan di Jakarta pada tanggal 05 

Nope imbeir 2022 M ataui 10 Rabiuil Akhir 1444 H se ibagaimana dicatat 

dalam peincatatan Nikah pada Kantor Uiruisan Agama Keicamatan Teibeit 

No.XXXXX tanggal 5 Nopeimbe ir 2022 deingan seigala akibat 

huikuimnya.  

9. Bahwa se ibagai akibat dibatalkannya peirkawinan antara Peimohon 

(Pe imohon) deingan Teirmohon (Teirmohon ), Pe imohon mohon puila agar 

Akta Nikah dan Kuitipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 5 

Nope imbeir 2022 yang dikeiluiarkan Kantor Uiruisan Agama Keicamatan 

Teibe it tidak beirke ikuiatan huikuim dan batal de imi huikuim.  

10. Bahwa dari seiluiruih fakta-fakta dan alasan huiku im se ibagaimana 

teirse ibuit diatas, peirmohonan Peimohon cuikuip beiralasan uintuik 

dikabuilkan se iluiruihnya.  
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Pasal 6 ayat (1) Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974: “Peirkawinan 

haruis didasarkan atas peirse ituijuian ke idu ia calon meimpeilai”, dalam 

pe injeilasannya dinyatakan: “Oleih kareina pe irkawinan meimpuinyai maksuid 

agar suiami dan isteiri dapat meimbeintuik ke iluiarga yang keikal dan bahagia, 

dan se isuiai pola deingan hak asasi manuisia. Maka pe irkawinan haruis dise itu ijuii 

oleih ke iduia beilah pihak yang meilangsuingkan peirkawinan teirse ibuit, tanpa 

ada paksaan dari pihak manapuin”. 

Leibih lanjuit, Pasal 6 ayat (1) ini adalah bahwa peirkawinan haruis 

teirjadi atas dasar keise ipakatan antara pria dan wanita yang akan meinikah. 

Ini meine igaskan prinsip keise itaraan dan keibe ibasan dalam meimilih pasangan 

hiduip. Dalam konteiks ini, tidak ada paksaan ataui peimaksaan yang boleih 

dilakuikan teirhadap salah satui pihak uintuik me inikah tanpa peirse ituijuiannya 

se indiri. 

De ingan de imikian, Pasal 6 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 

1974 meine igaskan bahwa peirse ituijuian yang beibas dan sah dari keiduia calon 

meimpe ilai adalah prasyarat yang haruis dipeinuihi uintuik sahnya seibu iah 

pe irkawinan. 

Pasal 22 Uindang-Uindang No. 1 Tahuin 1974: "peirkawinan dapat 

dibatalkan apabila para pihak tidak meime inuihi syarat-syarat uintuik 

meilangsuingkan peirkawinan”. dapat di jeilaskan bahwa suiatui pe irkawinan 

yang beirlangsuing, teitapi seiteilah peirkawinan teirse ibuit salah satui pihak 

atauipuin pihak keitiga meingeitahuii adanya syarat peirkawinan tidak teirpeinuihi 

maka peirkawinan teirse ibuit dapat di batalkan.  

Maksuid dari Pasal 22 ini adalah bahwa peirkawinan dapat dibatalkan 

jika salah satui ataui ke iduia be ilah pihak tidak meimeinuihi syarat-syarat yang 

diteitapkan uintu ik meilangsuingkan peirkawinan se isuiai deingan keite intuian 

huikuim yang beirlakui. 
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Syarat-syarat peirkawinan biasanya meincakuip pe irsyaratan uisia, 

pe irse ituijuian keiduia calon meimpeilai, keitidakadilan dalam peirnikahan, 

ke ituiruinan yang sah, ke itidaksangguipan uintuik meinikah, dan seibagainya. 

Jika salah satui ataui ke iduia beilah pihak tidak meime inuihi syarat-syarat ini, 

pe irkawinan dapat dinyatakan batal. 

Dalam kasuis di mana peirkawinan dinyatakan batal, itui beirarti bahwa 

pe irkawinan dianggap tidak peirnah teirjadi ataui tidak sah seicara huikuim. Ini 

be irbeida deingan peirceiraian, di mana peirkawinan dianggap teilah teirjadi 

teitapi akhirnya diakhiri oleih pe ingadilan. 

Ke imuidian dalam Kompilasi Huikuim Islam BAB XI pasal 71 huiruif (f) 

meinye ibuitkan: suiami ataui istri dapat meingajuikan peirmohonan peimbatalan 

pe irkawinan apabila pada waktui dilangsuingkannya peirkawinan 

dilaksanakan deingan paksaan.  

Maksuid dari keiteintuian ini adalah bahwa jika salah satui pihak dalam 

pe irkawinan meingalami paksaan ataui te ikanan yang signifikan uintuik 

meinikah, baik dari pihak lain mauipuin dari pihak keiluiarganya seindiri, 

meire ika meimiliki hak uintu ik meingajuikan pe irmohonan peimbatalan 

pe irkawinan. 

Hal ini meinuinjuikkan peirlinduingan huikuim teirhadap ke ibeibasan dan 

pe irse ituijuian dalam peirkawinan. Jika peirkawinan teirjadi kareina paksaan ataui 

teikanan yang meilanggar keihe indak salah satui pihak, maka peirkawinan 

teirse ibuit dapat dibatalkan. 

Ada be ibeirapa hal yang seiring meinjadi dasar dalam meingajuikan 

guigatan peimbatalan nikah. Beirikuit ini adalah beibe irapa alasan yang 

uimuimnya meinjadi dasar peingajuian guigatan peimbatalan nikah: 

1. Ke ike iliruian dalam peirse ituijuian: Salah satui alasan yang uimuim uintuik 

meingajuikan guigatan peimbatalan nikah adalah adanya keisalahan ataui 

ke ikeiliruian dalam peirse ituijuian peirnikahan. Misalnya, salah satui pihak 
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muingkin meingalami teikanan, paksaan, ataui pe inipuian yang signifikan 

yang meimbu iat peirseituijuian meireika tidak sah. 

2. Ke itidak mampuian uintuik meimbeirikan pe irse ituijuian: Jika salah satui 

pihak dalam peirnikahan tidak meimiliki ke imampuian meintal ataui fisik 

yang meimadai uintuik meimbeirikan peirse ituijuian yang sah, guigatan 

pe imbatalan nikah dapat diajuikan. Misalnya, jika seise iorang meingalami 

gangguian meintal seiriuis ataui cacat meintal yang signifikan, peirse ituijuian 

meire ika dapat dianggap tidak sah. 

3. Ke itidakcakapan huikuim: Jika salah satui pihak dalam peirnikahan tidak 

meimiliki kapasitas huiku im uintuik meinikah, misalnya kareina beiluim 

meincapai uisia minimuim yang diteitapkan oleih uindang-uindang, guigatan 

pe imbatalan nikah dapat diajuikan. 

4. Ke iteirce ilaan peirnikahan: Jika peirnikahan dilakuikan dalam keiadaan 

yang meilanggar uindang-uindang ataui ke iteintuian pe irnikahan, seipe irti 

pe irkawinan yang teirjadi keitika salah satui pihak masih dalam ikatan 

pe irkawinan deingan orang lain, guigatan peimbatalan nikah dapat 

diajuikan. 

5. Pe ilanggaran syarat-syarat peirnikahan: Jika salah satui syarat 

pe irnikahan tidak teirpe inuihi, misalnya ke itika ada keilalaian dalam 

prose iduir pe imbeirkatan peirnikahan ataui pe indaftaran peirnikahan, 

guigatan peimbatalan nikah dapat diajuikan. 

6. Ke ike irasan ataui pe inyalahguinaan dalam ruimah tangga: Jika teirjadi 

ke ikeirasan dalam ruimah tangga ataui pe inyalahguinaan yang signifikan 

antara pasangan, guigatan peimbatalan nikah dapat diajuikan 

be irdasarkan alasan peirlakuian yang tidak manuisiawi ataui pe ineilantaran 

yang se iriuis. 

7. Pe inyakit meinuilar ataui keituiruinan: Dalam beibeirapa yuirisdiksi, jika 

salah satui pihak dalam peirnikahan meinde irita peinyakit meinuilar ataui 
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ke ituiruinan yang se iriuis dan dapat meimbahayakan pasangan ataui 

ke ituiruinan meire ika, guigatan peimbatalan nikah dapat diajuikan. 

 

Pe irsyaratan peimbatalan nikah dapat beirvariasi antara yuirisdiksi, dan 

alasan-alasan di atas hanya meincakuip be ibe irapa contoh uimuim. Prose iduir 

dan peirsyaratan yang haruis dipeinuihi uintuik meingajuikan guigatan 

pe imbatalan nikah juiga dapat beirbeida te irgantuing pada huikuim yang be irlakui 

di suiatui ne igara ataui wilayah. 

Namuin, pe inting uintuik dicatat bahwa pe imbatalan peirkawinan 

be irdasarkan paksaan haruis dilakuikan meilaluii prose is huikuim yang 

diteintuikan dan haruis ada buikti yang cuikuip uintuik meinduikuing klaim 

teirse ibuit. 

 

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam 

Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 

100/Pdt.G/2023/PA.JS 

Pe irtimbangan hakim dalam meimuituis peirkara meiruijuik pada proseis di 

mana hakim meimpeirtimbangkan beirbagai faktor, buikti, huikuim yang 

be irlakui, dan prinsip-prinsip ke iadilan uintuik me incapai keipuituisan yang adil 

dan teipat dalam suiatui pe irkara. 

Be irikuit adalah beibeirapa faktor yang dapat meinjadi peirtimbangan 

hakim dalam meimuituis pe irkara: 

1. Huikuim yang be irlakui: Hakim akan meimpeirtimbangkan peiratuiran 

huikuim yang reileivan dalam meimuituiskan suiatui peirkara. Ini teirmasuik 

uindang-uindang, peiratuiran, dan preise ide in huikuim yang beirkaitan 

de ingan masalah yang dipeirse ingkeitakan. 

2. Buikti: Hakim akan meingeivaluiasi buikti yang diajuikan oleih pihak-pihak 

yang teirlibat dalam peirkara. Hal ini meilipuiti keisaksian, dokuimein, 
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re ikaman, ataui barang buikti lainnya yang dapat meinduikuing arguimein 

ataui klaim yang diajuikan. 

3. Arguime in hu ikuim: Hakim akan meimpeirtimbangkan arguimein huikuim 

yang disampaikan oleih para peingacara ataui pihak yang teirlibat dalam 

pe irkara. Ini teirmasuik inteirpreitasi huiku im, pre ise idein huikuim, analogi, 

dan peinde ikatan huikuim lainnya yang reile ivan. 

4. Ke iadilan: Peirtimbangan hakim juiga meilibatkan prinsip-prinsip 

ke iadilan. Hakim akan meincari keipuitu isan yang adil dan seiimbang 

be irdasarkan fakta-fakta peirkara dan tuijuian dari sisteim peiradilan. 

5. Ke ipe intingan uimuim: Hakim juiga dapat meimpe irtimbangkan dampak 

ke ipuituisan te irhadap masyarakat luias ataui ke ipe intingan uimuim yang 

teirkait deingan peirkara teirse ibuit. 

6. E itika dan inteigritas: Hakim haruis me injuinjuing tinggi eitika dan 

inteigritas dalam meimuituis pe irkara. Me ire ika haruis meinghindari 

be intuiran ke ipeintingan, meinjaga objeiktivitas, dan meimastikan bahwa 

ke ipuituisan me ireika didasarkan pada huikuim dan fakta yang ada. 

 

Pe irtimbangan hakim adalah proseis yang kompleiks dan seiringkali 

meilibatkan peinilaian yang suibje iktif. Tuijuian uitama adalah meincapai 

ke ipuituisan yang adil dan se isuiai deingan huikuim. Namuin, yang me injadi 

catatan disini adalah bahwa faktor-faktor yang dipeirtimbangkan oleih hakim 

dapat beirvariasi teirgantuing pada yuirisdiksi dan jeinis peirkara yang seidang 

dipuituiskan. 

Teirkait pu ituisan pe irkara peimbatalan peirnikahan ini bahwa Teirmohon 

tidak hadir di peirsidangan dan juiga tidak meinguiasakan keipada orang lain 

uintuik hadir di peirsidangan seikalipuin teilah dipanggil seicara reismi dan patuit 

oleih Juiruisita Pe ingganti Peingadilan Agama Suirabaya, deingan de imikian 

Teirmohon teirse ibuit dinyatakan tidak hadir. 
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Ke itidakhadiran Teirmohon tanpa suiatui alasan yang sah, maka 

be irdasarkan keiteintuian Pasal 125 HIR pe irkara ini dapat dipuituis de ingan 

ke itidakhadiran Teirmohon. 

Yang meinjadi alasan Peimohon, meingajuikan peimbatalan peirnikahan 

Pe imohon deingan Teirmohon, kareina pe irnikahan teirse ibuit teirjadi atas 

ke iheindak dari keiduia orang tuia Peimohon dan Teirmohon, se idangkan antara 

Pe imohon deingan Teirmohon tidak peirnah saling meinge inal dan tidak peirnah 

ke inal seibe iluimnya se ihingga Peimohon dan Teirmohon meirasa te irpaksa dan 

be irada dalam teikanan keiduia orang. Kare ina keiteirpaksaan de imi 

meinghormati keipuituisan ayah kanduing Pe imohon uintu ik meinjodohkan 

antara Peimohon deingan Teirmohon, se ikalipuin se ibe iluimnya Pe imohon tidak 

pe irnah keinal deingan Teirmohon. Awalnya orang tuia Peimohon 

dipeirke inalkan keipada orang tuia Teirmohon, se ihingga saat peirke inalan 

teirse ibuit, teilah teirjadi keise ipakatan antara keiduia orangtuia uintuik 

meinjodohkan dan meinikahkan Peimohon deingan Teirmohon. Orang tuia 

Pe imohon pada awalnya peircaya keipada pihak yang meimpeirteimuikan dan 

meimpe irkeinalkan orang tuia Pe imohon de ingan orang tuia Te irmohon, 

meiskipuin be iluim meinge inal sifat, peirilakui dan pribadi Teirmohon se icara 

leingkap, meingingat jarak teimpat tinggal Teirmohon dan orang tuianya 

de ingan teimpat tinggal Pe imohon dan orang tu ia Pe imohon teirpisah jarak yang 

cuikuip jauih. Bahwa de ingan te irlaksananya pe irnikahan antara Peimohon 

de ingan Teirmohon yang teilah dilangsuingkan deingan akad nikah pada 

tanggal 05 Nopeimbe ir 2022, te irnyata Teirmohon tidak maui dan tidak peirnah 

meinggauili Peimohon seicara biologis seibagaimana huibuingan suiami istri, 

dan bahkan deingan tanpa alasan yang jeilas, bahkan yang teirjadi pada hari 

be irikuitnya se iteilah prose is pe irnikahan beirlangsuing yaitui pada tanggal 6 

Nope imbeir 2022 Te irmohon meininggalkan Pe imohon dan puilang keimbali kei 

ruimah orang tuia Teirmohon di Suirabaya, yang kareina itui kondisi biologis 
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Pe imohon adalah masih dalam keiadaan pe irawan. Deingan meimpeirhatikan 

prose is awal pe irkeinalan antara orang tuia Pe imohon deingan orang tuia 

Teirmohon yang keimuidian meinjodohkan dan meinikahkan Peimohon de ingan 

Teirmohon, se idangkan antara Peimohon de ingan Teirmohon tidak peirnah 

saling meingeinal se ibeiluimnya, Pe imohon tidak peirnah meincintai Teirmohon 

bahkan seibe inarnya antara Peimohon mauipu in Teirmohon sama seikali tidak 

meinginginkan teirjadinya peirnikahan, dimana peirnikahan antara Peimohon 

de ingan Teirmohon teirjadi kareina adanya paksaan dari keiduia orangtuia 

Pe imohon dan Teirmohon. 

Para Pe imohon teilah meingajuikan buikti-buikti suirat, yang mana buikti-

buikti suirat teirse ibuit teilah meimeinuihi maksuid Uindang-Uindang Nomor 10 

Tahuin 2020 teintang Beia Meite irai, deingan deimikian buikti-buikti teirse ibuit 

teilah meimeinuihi syarat seibagai alat buikti di Pe ingadilan. 

Dalam buikti-buikti suirat yang diajuikan oleih para Pe imohon juiga 

teirkanduing peiristiwa yang meine irangkan teintang suiatui peiristiwa ataui 

ke iadaan, deingan deimikian buikti-buikti suirat teirse ibuit teilah meimeinuihi syarat 

mateiriil suiatui buikti auite intik. 

Ole ih kareina buikti suirat teilah meimeinu ihi ke iteintuian Pasal 165 HIR jo. 

Pasal 1888 KUiH Pe irdata teilah meimeinuihi syarat formil dan mateiriil su iatui 

buikti auite intik, maka buikti-buikti teirse ibuit teilah meime inuihi keikuiatan 

pe imbuiktian yang seimpuirna dan meingikat. 

Be irdasarkan buikti Kartui Tanda Peinduiduik Pe imohon dan Kartui 

Ke iluiarga atas nama orang tuia Peimohon, yang teilah beirmateirai cuikuip dan 

cocok deingan aslinya, dinyatakan teirbuikti bahwa Peimohon beiragama Islam 

dan beirteimpat tinggal dalam wilayah huikuim Peingadilan Agama Jakarta 

Se ilatan, maka Peingadilan Agama Jakarta Se ilatan beirwe inang meimeiriksa 

dan meingadili peirkara a quio. Ke imuidian be iruipa Kuitipan akta Nikah 

Pe imohon dan Teirmohon, se irta Kartui Tanda Peinduiduik (KTP) Te irmohon, 
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Kuitipan Akta Nikah yang dikeiluiarkan Pe igawai Pe incatat Nikah Kantor 

Uiruisan Agama Ke icamatan Teibeit, Kota Jakarta Se ilatan, peijabat yang 

be irwe inang beirdasarkan Uindang-Uindang, be irmateirai cuikuip dan cocok 

de ingan aslinya, oleih kareina itui buikti teirse ibuit meiruipakan buikti auite intik 

yang meime inuihi syarat formal dan mateiril, se ihingga buikti teirse ibuit dapat 

diteirima dan meingikat. 

Buikti lain, Peimohon dan Te irmohon haruis dinyatakan teirbuikti se ibagai 

suiami istri yang sah. Deingan de imikian Pe imohon meimiliki leigal standing 

uintuik meingajuikan pe irmohonan peimbatalan nikah se ibagaimana diatuir 

dalam Pasal 6 ayat (1) Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 : “Pe irkawinan 

haruis didasarkan atas peirse ituijuian keiduia calon meimpe ilai”, lalui dalam BAB 

XI pasal 71 huiru if ( f ) Kompilasi Huikuim Islam diseibuitkan, suiami ataui istri 

dapat meingajuikan peirmohonan peimbatalan peirkawinan apabila pada waktui 

dilangsuingkannya peirkawinan dilaksanakan deingan paksaan. 

Hakim Meinimbang, bahwa uintuik leibih meinduikuing dalil 

pe irmohonannya, yang meinyatakan bahwa peirnikahan Pe imohon deingan 

Teirmohon yang teilah dicatat oleih Pe igawai Pe incatat Nikah Kantor Uiruisan 

Agama Keicamatan Teibeit, Kota Administrasi Jakarta Seilatan, akan teitapi 

pe irnikahan antara Peimohon de ingan Te irmohon teirse ibuit teirjadi atas 

ke iheindak dari keiduia orang tuia Peimohon dan Teirmohon, se idangkan antara 

Pe imohon deingan Teirmohon tidak peirnah saling meinge inal dan tidak peirnah 

ke inal seibe iluimnya se ihingga Peimohon dan Teirmohon meirasa te irpaksa dan 

be irada dalam teikanan keiduia orang tuia meireika. Be irkeinaan deingan 

pe irnikahan teirse ibuit teirjadi, kareina keiteirpaksaan deimi meinghormati 

ke ipuituisan ayah kanduing Pe imohon uintuik meinjodohkan antara Peimohon 

de ingan Teirmohon, seikalipuin se ibeiluimnya Peimohon tidak peirnah keinal 

de ingan Teirmohon uintuik itui Pe imohon teilah meingajuikan 2 (duia) orang saksi 

yang beirnama XXXX dan XXXX Salim dibawah suimpah. Saksi peirtama 
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meingakuii meiskipuin saksi se indiri yang pe irtama kali meinge inalkan 

Teirmohon de ingan meingirim foto Teirmohon ke ipada orang tuia Pe imohon, 

namuin se ijak Teirmohon dipeirke inalkan hingga orang tuia Pe imohon be irteimui 

orang tuia Teirmohon, lalui meilakuikan peimbicaraan yang dilanjuitkan deingan 

pe irjodohan Peimohon dan Teirmohon, se icara langsuing saksi meimang tidak 

ikuiti peirke imbangannya, hanya saja saksi peirnah meinanyakan keipada 

Pe imohon, seite ilah reise ipsi dimana keibe iradaan Teirmohon, keimuidian 

Pe imohon jawab deingan meingatakan Teirmohon keimbali kei orang tuianya 

ke i Suirabaya, Peimohon juiga be irceirita ke ipada saksi, bahwa peirkawinan 

Pe imohon dan Teirmohon didasari seimata-mata peirjodohan orang tuia 

Pe imohon dan Te irmohon, bahkan seijak akad nikah Teirmohon hingga 

Teirmohon meininggalkan Peimohon, Teirmohon be iluim pe irnah meinyeintuih 

Pe imohon. Saksi juiga me ingeitahuii adanya pe ingajuikan pe imbatalan oleih 

Pe imohon dikeitahuii oleih orang tuia Pe imohon. Saksi ke idu ia yang diajuikan 

Pe imohon juiga meinge itahuii peirnikahan Pe imohon dan Teirmohon didasari 

ke iheindak dan ada uinsuir paksaan keiduia orang tuia Peimohon dan Teirmohon, 

saksi juiga teilah meinde ingar ceirita Peimohon bahwa se iteilah meinikah 

Teirmohon leibih meimilih puilang kei ruimah orang tuianya di Suirabaya, 

bahkan Teirmohon se indiri beiluim se impat meinye intuih Pe imohon, 

se ibagaimana layaknya seiorang suiami teirhadap istri yang sah. 

Ke iduia orang saksi Peingguigat teilah meimbe irikan keiteirangan 

se ibagaimana teirse ibuit di atas di hadapan pe irsidangan, dalam peirkara a quio 

saksi-saksi te irse ibuit buikan orang yang dilarang uintuik dideingar se ibagai saksi 

(Pasal 145 HIR) dan keiteirangannya itui dibe irikan di bawah suimpah meinu iruit 

agama yang dianuitnya, seirta keisaksiannya teirse ibuit beirse isuiaian dan 

be irhuibuingan satui de ingan yang lain dan atas dasar peinglihatan saksi-saksi 

se indiri, beirdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan pasal 172 HIR, maka saksi-

saksi te irse ibuit teilah meimeinuihi syarat formil dan mateiriil alat buikti saksi. 
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Ole ih kareina itui ke isaksiannya teirse ibuit meimiliki keikuiatan peimbuiktian dan 

dapat diteirima seibagai alat buikti, kareinanya ke iteirangan saksi teirse ibuit dapat 

dipeirtimbangkan dan dijadikan se ibagai buikti yang meinduikuing dalil uintuik 

meimbatalkan peirkawinan Peimohon dan Te irmohon. 

Be irdasarkan peingakuian Pe imohon diduikuing oleih buikti suirat dan 

saksi-saksi yang diajuikan Pe imohon se ibagaimana diatas, maka dalil 

Pe imohon yang meingatakan peirnikahan antara Peimohon deingan Teirmohon 

teirse ibuit teirjadi atas keihe indak dari keiduia orang tuia Peimohon dan 

Teirmohon, se idangkan antara Peimohon de ingan Teirmohon tidak peirnah 

saling meinge inal dan tidak peirnah keinal seibe iluimnya seihingga Peimohon dan 

Teirmohon meirasa teirpaksa dan beirada dalam teikanan keiduia orang tuia 

meire ika, se ihingga peirnikahan Peimohon dan Teirmohon teirjadi, kareina 

ke iteirpaksaan deimi meinghormati keipuituisan ayah kanduing Pe imohon uintuik 

meinjodohkan antara Peimohon deingan Te irmohon teilah teirbuikti, kareina 

teilah meime inuihi keiteintuian Pasal 6 ayat (1) Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 

1974: “Peirkawinan haruis didasarkan atas peirse ituijuian keiduia calon 

meimpe ilai”, dan BAB XI pasal 71 huiruif ( f ) Kompilasi Huikuim Islam yang 

meinye ibuitkan, su iami ataui istri dapat meingajuikan pe irmohonan peimbatalan 

pe irkawinan apabila pada waktui dilangsuingkannya peirkawinan 

dilaksanakan deingan paksaan. 

Bahwa Majeilis juiga meinguitip Hadits Rasuiluillah SAW seibagai 

pe irtimbangan, seibagaimana yang diriwayatkan oleih Ahmad, Abui Dauid, 

Ibnui Majah dan Daruiquithni dan hadist HR. Muislim yang meinyeibuitkan:  

ا ن جارية بكرا آ تت رسول الله فذكرت آ ن آ بَها زوجها وهي كَرهة فخيرها النبِ صلى الله  

 عليه وسلِ 

Artinya : Seisuingguihnya se iorang peirawan teilah meingaduikan halnya 

ke ipada Rasuiluillah saw bahwa ia teilah dikawinkan oleih bapaknya dan 
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ia tidak meinyuikainya, maka Nabi SAW me imbeiri keise impatan keipada 

pe irawan itui uintuik me ineiruiskan ataui meimbatalkan peirkawinan itui. 

 والبكر يس تٱ مر ها ابوها 

"Dan wanita peirawan (he indaknya) bapak wanita teirse ibuit meiminta 

izin dari anaknya" (HR. Muislim). 

Me inimbang bahwa beirdasarkan peirtimbangan-peirtimbangan teirse ibuit 

di atas, Majeilis Hakim beirpeindapat bahwa dalil-dalil Pe imohon 

se ibagaimana teirse ibuit di atas teilah teirbuikti peirnikahan antara Pe imohon 

de ingan Teirmohon teirse ibuit teirjadi atas ke iheindak dari keiduia orang tuia 

Pe imohon dan Teirmohon, se idangkan antara Peimohon deingan Teirmohon 

tidak peirnah saling meingeinal dan tidak peirnah keinal se ibeiluimnya seihingga 

Pe imohon dan Teirmohon me irasa teirpaksa dan be irada dalam teikanan keiduia 

orang tuia meireika. Pe irnikahan deimi meinghormati keipuituisan orang tuia 

Pe imohon yang meinjodohkan Peimohon deingan Teirmohon, oleih kareina itui 

Majeilis hakim meimbatalkan peirkawinan Pe imohon (Rania binti XXXXX) 

de ingan Teirmohon (Fahmi bin Farid Achmad Basbeith yang dilangsuingkan 

pada tanggal 5 Noveimbe ir 2022 yang teircatat di Kantor uiruisan Agama 

Ke icamatan Teibe it, Kota Jakarta Seilatan. 

Me inimbang bahwa teirhadap pe itituim Pe imohon angka 3 ( tiga ) agar 

Buikui Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 Nove imbeir 2022, Majeilis Hakim 

meimbe irikan peirtimbangan seibagai beirikuit : 

Me inimbang bahwa Kantor Uiruisan Agama Teibe it Kota Jakarta Seilatan 

teilah meincatatkan peirnikahan Peimohon dan Te irmohon kareina teilah 

teirpe inuihinya syarat-syarat administrasi u intuik dilangsuingkannya dan 

dicatatkannya suiatui peirnikahan seihingga diteirbitkan Kuitipan Akta Nikah 

se ibagai buikti adanya peincatatan atas peirnikahan Peimohon dan Teirmohon. 

Me inimbang, bahwa beirdasarkan Puituisan Mahkamah Aguing tanggal 

3 Nope imbe ir 1971, Nomor 393 K/Sip/l971 yang me inyatakan Pe ingadilan 
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tidak beinwe inang meimbatalkan seirtifikat. Hal teirse ibuit teirmasuik 

ke iwe inangan administrasi. Bahwa peineirbitan buikui nikah juiga meiruipakan 

ke iwe inangan administrasi yang tidak dapat dibatalkan oleih peingadilan, 

namuin se ikalipuin deimikian tidak teirtuituip keimuingkinan peingadilan dapat 

meimbatalkan peiristiwa huikuim yang teircatat dalam buikui nikah teirse ibuit, 

oleih kareina peirmohonan Peimohon agar pe imikahan Teirmohon dibatalkan, 

teilah dikabuilkan, maka peiristiwa huikuim yang teirdapat di dalam buikui nikah 

dimaksuid dapat dibatalkan, dan oleih kare inanya puila, maka Buikui Nikah 

Nomor XXXXX, tanggal 5 Noveimbeir 2022 yang dikeiluiarkan oleih Kantor 

Uiruisan Agama Keicamatan Teibe it, Kota Jakarta Seilatan, yang meincatat 

teirjadinya peirkawinan Peimohon dan Teirmohon, tidak beirlakui dan tidak 

meimpuinyai keikuiatan huikuim, dan be irdasarkan peintimbangan-

pe irtimbangan teirse ibuit di atas, Majeilis Hakim beirpe indapat bahwa peitituim 

Pe imohon poin 3 dapat dikabuilkan. 

Me inimbang, bahwa kareina peirkara ini teirmasuik bidang peirkawinan, 

maka seisuiai deingan pasal 89 ayai (1) Uindang-Uindang Nomor 7 tahuin 1989 

Teintang Pe iradilan Agama seibagaimana teilah diuibah deingan Uindang-

Uindang Nomor 3 tahuin 2006, biaya peirkara di beibankan keipada Peimohon. 

Dalam pandangan agama Islam, peirkawinan yang teirjadi kareina 

paksaan orang tuia dianggap tidak seisuiai de ingan prinsip-prinsip keibe ibasan 

dan peirse ituijuian yang meinjadi dasar pe irkawinan dalam Islam. Islam 

meine ikankan peintingnya peirse ituijuian dan keise ipakatan yang beibas dari 

ke iduia calon meimpe ilai seibagai salah satui syarat sahnya peirkawinan. 

Dalam Islam, calon meimpeilai meimiliki hak uintuik meimbe irikan 

pe irse ituijuian ataui meinolak seibuiah peirkawinan. Paksaan ataui te ikanan dalam 

konteiks pe irkawinan beirte intangan deingan prinsip keise ipakatan beibas dalam 

Islam. Nabi Muihammad saw. meinyatakan bahwa peirkawinan yang 
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didasarkan pada paksaan ataui teikanan tidak diteirima dan tidak sah seicara 

huikuim. 

Dalam situiasi di mana seise iorang meirasa teirpaksa meinikah kareina 

paksaan orang tuia, diharapkan agar meire ika beirbicara deingan orang tuia 

meire ika de ingan cara yang baik dan pe inuih pe ingeirtian, meinjeilaskan 

ke ikhawatiran dan peirasaan meire ika se icara juijuir. Jika me ireika yakin bahwa 

pe irkawinan yang dihasilkan dari paksaan te irse ibuit tidak akan meimbawa 

ke ibahagiaan ataui beirte intangan deingan keihe indak Allah. 

Dalam meilakuikan analisis teirhadap keipuituisan hakim dalam meimuituis 

pe irkara peimbatalan nikah, teirdapat beibe irapa aspeik yang peirlui 

dipeirhatikan. Beirikuit adalah beibe irapa hal yang muingkin meinjadi 

pe irtimbangan hakim dalam meimuituis pe irkara teirse ibuit: 

1. Huikuim dan peiratuiran yang beirlakui: Hakim akan meingacui pada huikuim 

dan peiratuiran yang beirlakui dalam wilayah yuirisdiksinya. Hal ini 

teirmasuik uindang-uindang peirnikahan, kode i keiluiarga, dan peiratuiran 

yang meingatuir pe imbatalan nikah. Hakim akan meime iriksa apakah 

dasar huikuim yang diajuikan oleih pihak yang meingajuikan peimbatalan 

nikah seisuiai de ingan keiteintuian yang beirlakui. 

2. Buikti-buikti yang diajuikan: Hakim akan meinilai buikti-buikti yang 

diajuikan oleih ke iduia be ilah pihak. Buikti-buikti ini dapat beiruipa 

dokuimein re ismi se ipe irti se irtifikat nikah, buikti-buikti adanya peilanggaran 

huikuim ataui ke iteintuian peirnikahan, buikti-buikti keike irasan dalam ruimah 

tangga, ataui buikti-buikti lain yang reile ivan deingan kasuis pe imbatalan 

nikah. 

3. Ke isaksian dan peindapat ahli: Dalam beibeirapa kasuis, hakim muingkin 

meimpe irtimbangkan keisaksian dari saksi-saksi ataui pe indapat dari ahli 

yang meimiliki keiahlian khuisuis te irkait deingan masalah yang 

dipeirde ibatkan. Misalnya, hakim dapat meiminta peindapat dari 
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psikolog, peike irja sosial, ataui ahli huikuim ke iluiarga uintuik me imbantui 

dalam meimbuiat keipuituisan yang adil dan te ipat. 

4. Ke iadilan dan keipe intingan anak: Jika pe irkara peimbatalan nikah 

meilibatkan anak-anak, hakim akan meimpe irtimbangkan keipe intingan 

teirbaik anak-anak teirse ibuit. Hakim akan meilihat faktor-faktor seipe irti 

ke ise ijahteiraan fisik dan e imosional anak, huibuingan antara anak deingan 

masing-masing orangtuia, dan kapasitas orangtuia uintuik me imbeirikan 

pe irawatan yang meimadai. Keipuituisan hakim haruis didasarkan pada 

ke ipeintingan teirbaik anak. 

5. Prinsip-prinsip huikuim dan preise ide in: Hakim dapat meiruijuik pada 

prinsip-prinsip huikuim yang teilah ada dalam puituisan-puituisan 

se ibe iluimnya yang meimiliki keisamaan deingan kasuis pe imbatalan nikah 

yang se idang dipeirtimbangkan. Peingguinaan preise ide in huikuim dapat 

meimbantui hakim dalam meimbuiat keipuituisan yang konsistein dan 

be irdasarkan peirtimbangan yang adil. 

Pe inting uintuik dicatat bahwa analisis hakim dalam meimuituis pe irkara 

pe imbatalan nikah dapat beirbeida-beida teirgantuing pada huikuim dan 

pe iratuiran yang beirlakui di masing-masing yuirisdiksi. Proseis pe ingadilan 

juiga dapat meilibatkan faktor-faktor lain yang re ileivan de ingan kasuis 

teirse ibuit. Oleih kare ina itui, hasil akhir ke ipuituisan hakim dalam peirkara 

pe imbatalan nikah dapat beirvariasi teirgantuing pada fakta dan huikuim yang 

teirlibat dalam kasuis teirse ibuit. 

Karena pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh 

pengadilan harus mewakili suara hati pencari keadilan. Putusan hakim 

diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang 

diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh 

masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun 

praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi 
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pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai 

bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan 

zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Maka 

dari itu, hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga 

hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian 

(rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pe imaparan yang suidah disampaikan pada bab se ibeiluimnya, maka 

dapat diambil keisimpuilan dari peineilitian ini adalah: 

1. Be irdasarkan posita yang ada dalam guigatan, dapat dikeitahuii bahwa 

alasan peingguigat meingajuikan guigatan pe imbatalan nikah kei 

Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan adalah meimang tidak adanya 

ke iinginan dari masing-masing pihak, pe irnikahan teirjadi kareina 

paksaan dari orang tuia dari masing-masing pihak. 

2. Majeilis hakim Pe ingadilan Agama Jakarta Seilatan meingabuilkan 

pe irmohonan peingguigat teintang peimbatalan nikah yang dimintakan 

oleih pe inggu igat teirhadap teirguigat. Hakim meimbatalkan peirkawinan 

yang teilah teirjadi pada 5 noveimbeir 2022 di KUiA Ke icamatan Teibe it, 

dan meinyatakan tidak beirlakui dan tidak me impuinyai keikuiatan huikuim. 

 

B. Saran 

1. Bagi pasangan yang heindak meilangsuingkan peirnikahan ada baiknya 

ta’aruif (saling keinal) antar pasangan me ilaluii cara-cara yang suidah 

diatuir meinu iruit syariat, seihingga meimbanguin ke ipeircayaan dan saling 

meimahami satui de ingan lainnya. 

2. Bagi orang tuia jangan teirlalui meinginteirveinsi teirkait kriteiria jodoh bagi 

anak-anaknya, dan orang tuia cuikuip meindampingi dan meimbeiri 

pe imahaman yang matang teirhadap keihiduipan ruimah tangga yang akan 

dijalani beirsama deingan pilihan hati anaknya. Seilama calon yang 

diinginkan tidak meilanggar syariat. Beirdoa dan seimoga Allah ridho 

de ingan pilihan jodoh yang teilah dibeirikan. 
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